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ABSTRAK 
 
Reza Mukti Wijaya, (B 111 08 387) dengan judul skripsi “Hak 
Subrogasi Perusahaan Asuransi Terhadap Kendaraan Yang 
Diasuransikan” (Di bawah bimbingan Abdullah Marlang sebagai 
pembimbing I dan  Sakka Pati sebagai pembimbing II). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui tanggung jawab 
perusahaan asuransi atas dasar hak subrogasi terhadap kerugian 
tertanggung yang timbul diakibatkan oleh kesalahan pihak ketiga dan 
untuk mengetahui bentuk perlindungan untuk pihak asuransi terhadap 
pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi dengan meminta ganti 
kerugian terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga. 
Penelitian dilaksanakan di PT. Asuransi Jasa Indonesia, PT. 
Asuransi Dayin Mitra, dan PT. Asuransi Ramayana dengan teknik 
pengumpulan data berupa penelitian studi kepustakaan dan studi 
lapangan dengan melakukan wawancara dan pemberian angket dengan 
pihak – pihak yang terkait. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tanggung jawab 
perusahaan asuransi atas dasar hak subrogasi terhadap kerugian 
tertanggung yang timbul yang diakibatkan oleh kesalahan pihak ketiga 
yaitu setelah melakukan penelitian di tiga perusahaan asuransi di kota 
makassar belum ada kasus klaim subrogasi dikarenakan belum ada yang 
melaporkan dan kurangnnya kesadaran hukum bagi beberapa nasabah 
yang berasuransi hal ini disebabkan karena sulitnya dan dikenakan biaya 
bagi nasabah yang akan mengurus surat keterangan dari kepolisian 
sehingga tidak semua nasabah melampirkan surat keterangan dari 
kepolisian dalam prosedur persyaratan klaim asuransi kendaraan 
bermotornya. Meskipun begitu pihak asuransi tetap bertanggung jawab 
mengganti kerugian tertanggung berdasarkan prinsip utmost good faith, 
sesuai perjanjian asuransi kendaraan bermotor selama pihak asuransi 
tidak memperoleh informasi bahwa kerugian yang dialami tertanggung 
semata-mata bukan dari kesalahan pihak ketiga, dan (2) bentuk 
perlindungan terhadap pihak asuransi atas pihak tertanggung yang 
melanggar hak subrogasi yaitu pihak asuransi dapat menuntut kembali 
kepada tertanggung kapan saja selama benar terbukti bahwa pihak 
tertanggung telah menuntut ganti kerugian terhadap pihak ketiga dan 
sekaligus menuntut klaim terhadap pihak asuransi dan tertanggung 
berkewajiban mengembalikan sejumlah ganti kerugian yang telah 
didapatkan dari klaim asuransi kendaraan yang asuransi berikan, sesuai 
dengan keterkaitan prinsip keseimbangan atau indemnity. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Setiap keputusan yang diambil manusia dalam menjalani 
kehidupannya selalu dipenuhi dengan risiko. Risiko adalah 
kemungkinan kerugian yang dialami, yang diakibatkan oleh bahaya 
yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan 
terjadi dan kapan akan terjadi.1  
Risiko kecelakaan pada kendaraan bermotor, pesawat udara, 
maupun kapal laut yang digunakan atau tumpangi bisa saja tanpa 
diduga dapat mengakibatkan sejumlah orang meninggal dunia atau 
mengalami luka berat dan tak lepas kendaraan yang di tumpangi pun 
rusak dan hancur. Risiko - risiko yang menimbulkan kerugian tersebut 
di atas mempunyai nilai ekonomis dan finansial yang sangat berharga, 
dapat mengakibatkan kebangkrutan dan merugikan hajat hidup orang 
banyak. 
Kerugian secara ekonomis tidak diketahui apakah akan terjadi 
dalam waktu dekat atau dikemudian hari, apabila risiko tersebut benar-
benar terjadi, maka resiko - resiko tersebut bersifat tidak pasti. 
Timbulnya resiko tersebut membuat manusia dalam menjalani 
kegiatan dan aktifitasnya diliputi perasaan yang tidak nyaman dan 
                                                 
1
 Radiks Purba, 1992, Memahami Asuransi Indonesia, seri umum no.10,  PT. Pustaka 
Binaman Pressindo, Jakarta, hlm. 29. 
2 
aman. 
Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan 
budinya mencari agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi 
suatu kepastian. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut 
adalah dengan mengalihkan risiko (transfer of risk) kepada pihak lain 
di luar diri manusia.2 Pada saat ini pihak lain penerima risiko dan 
mampu mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi. 
Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak terjadi 
begitu saja, tanpa adanya kewajiban apa - apa kepada pihak yang 
mengalihkan risiko. Hal tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu. 
Oleh karena itu diperlukan adanya sebuah perjanjian, dalam perjanjian 
tersebut diwajibkan pihak yang bersangkutan memenuhi kewajibannya 
masing - masing. Pihak yang tersangkut adalah pihak asuransi dan 
pihak penanggung. 
Perusahaan asuransi atau penanggung tumbuh seiring dengan 
berkembangnya ragam kebutuhan manusia. Asuransi telah merambah 
hampir disemua sektor kehidupan. Dibidang perbankan misalnya, 
pemberian kredit bagi modal usaha juga dilengkapi dengan pembuatan 
asuransi kredit untuk mengantisipasi apabila debitor tidak mampu 
meneruskan kewajibannya membayar hutang. Dibidang usaha, 
gedung yang dibangun memerlukan perlindungan asuransi kebakaran, 
sedang pekerjanya membutuhkan perlindungan kecelakaan kerja. 
                                                 
2
 M. Suparman sastrawidjaja, 2003, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, 
PT. Alumni, Bandung, hlm. 9. 
3 
Begitu juga dalam menggunakan kendaraan bermotor, diperlukan 
asuransi untuk melindungi kendaraan bermotor dari kerugian dan atau 
kerusakan. 
Kerugian dan risiko yang timbul diakibatkan oleh suatu peristiwa 
secara kebetulan dan adanya unsur ketidaksengajaan, bisa saja terjadi 
tidak hanya ditimbulkan dari pihak tertanggung saja melainkan pula 
dapat timbul diakibatkan oleh pihak ketiga. 
Tertanggung yang mengasuransikan kendaraannya kepada 
asuransi apabila terjadi kerugian namun diakibatkan oleh pihak ketiga 
maka tertanggung akan mendapatkan ganti rugi dari asuransi dan 
asuransi menggunakan hak subrogasi yakni hak tertanggung yang 
beralih kepada asuransi untuk menuntut ganti kerugian terhadap pihak 
ketiga, adanya hak subrogasi untuk mencegah penggantian kerugian 
ganda yang akan diperoleh tertanggung. Selain itu tertanggung bisa 
juga langsung menuntut kerugian terhadap pihak ketiga dan namun 
tidak lagi menuntut klaim terhadap pihak asuransi. Tertanggung yang 
menuntut kepada kedua belah pihak yaitu kepada pihak ketiga yang 
bersalah dan kepada pihak asuransi atau memperoleh penggantian 
kerugian ganda, termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan karena hal 
tersebut dapat menjadi sebuah keuntungan terhadap pihak 
tertanggung dalam hal ini bertentangan dengan asas keseimbangan 
atau prinsip indemnity yang dipegang teguh dalam perjanjian asuransi. 
Pada dasarnya tak seorangpun yang tak ingin keuntungan 
4 
lebih, tak dapat dipungkiri lagi bahwa hal itu dikarenakan semakin 
meningkatnya kebutuhan ekonomi. Meskipun begitu keberadaan 
asuransi sama sekali tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk 
mencari keuntungan belaka (profit oriented), melainkan hanya untuk 
mengganti sebatas kerugian yang diderita tertanggung. Begitu juga 
asuransi bukanlah cara untuk memperkaya tertanggung. 3 
Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHD secara jelas 
ditentukan bahwa penanggung yang telah membayar kepada 
tertanggung memperoleh hak tertanggung terhadap pihak ketiga 
mengenai kerugian itu, dan tertanggung  bertanggung  jawab untuk 
setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap 
pihak ketiga. Dalam hal penanggung telah melakukan kewajibannya 
untuk memberikan ganti kerugian, maka kepada tertanggung tidak 
diperbolehkan lagi untuk meminta ganti kerugian dari pihak ketiga 
tersebut. Namun dalam praktek keseharian, tertanggung tetap saja 
meminta ganti kerugian dari pihak ketiga dan sekaligus menuntut 
klaim asuransi hal ini akan menjadi sarana keuntungan bagi 
tertanggung dan banyak juga perusahaan asuransi yang mengetahui 
hal ini dan tidak mempergunakan hak subrogasi tersebut.4 Hal ini 
akan menjadi sarana keuntungan bagi tertanggung dan banyak juga 
perusahaan asuransi yang mengetahui hal ini dan tidak 
mempergunakan hak subrogasi tersebut. Mengingat keberadaan 
                                                 
3
 Suharnoko, Endah Hartati, 2005, Doktrin subrogasi,Novasi, dan Cessie, Kencana 
Prenada Media Group,Jakarta, hlm. 3 
4
 Hasil wawancara dengan salah seorang nasabah yang mengalami kejadian tersebut 
5 
perusahaan asuransi sebagai salah satu pelaku bisnis dan banyaknya 
kasus yang dialami, dalam pengabaian terhadap ketentuan subrogasi 
ini patut dipertanyakan. 
 Oleh karena itu, perlu diadakannya suatu penelitian tentang 
tertanggung yang mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang 
bersalah dan sekaligus menuntut klaim terhadap pihak asuransi. 
B. Rumusan Masalah 
 Agar penelitian ini menjadi lebih sistematis, maka berdasarkan 
uraian latar belakang di atas dapat ditemukan rumusan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan asuransi atas hak 
subrogasi terhadap kerugian tertanggung yang timbul akibat 
kesalahan pihak ketiga? 
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap pihak asuransi atas 
pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi dengan meminta 
ganti kerugian terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga? 
C. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis 
mengemukakan tujuan penelitian ini sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan asuransi atas dasar 
hak subrogasi terhadap kerugian tertanggung yang timbul 
diakibatkan oleh kesalahan pihak ketiga. 
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan untuk pihak asuransi 
6 
terhadap pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi dengan 
meminta ganti kerugian terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga. 
D.  Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut : 
 
1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangsih bagi 
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam 
hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pada 
umumnya, dan ilmu hukum perdata pada khususnya. 
Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi 
tambahan bagi para akademisi, penulis, dan kalangan 
yang berminat dalam kajian yang sama. 
2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber 
informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait. Karya 
tulis ini juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi 
bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah – 
langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum 
yang berkaitan dengan hak subrogasi pada perusahaan 
asuransi. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian Asuransi 
1. Pengertian perjanjian  
  Dalam kehidupan masyarakat istilah perjanjian telah lazim 
digunakan. Ditinjau secara umum berdasarkan kamus besar bahasa 
Indonesia istilah perjanjian memiliki arti persetujuan (tertulis atau 
dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-
masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di dalam persetujuan 
itu. 
  Secara umum ketentuan mengenai perjanjian terdapat dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) buku III tentang 
Perikatan. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan :  
 ”Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 
lebih“.5  
 
  Dari perumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut dapat 
disimpulkan bahwa suatu perjanjian dalam pasal ini adalah perjanjian 
yang menciptakan perikatan, dengan kata lain perjanjian adalah 
sumber dari perikatan. Tetapi pasal ini memiliki beberapa kelemahan 
yaitu :6 
                                                 
5
 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata 
6
 Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya 
Bakti, hlm 224-225 
8 
1. Hanya menyangkut sepihak saja, padahal seharusnya mengikat 
dua pihak karena ada consensus dari dua pihak. 
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus, seharusnya 
memakai istilah persetujuan karena perbuatan termasuk tindakan 
penyelenggaraan kepentingan. Seharusnya memakai istilah 
konsensus. 
3. Pengertian perjanjian terlalu luas, yang dimaksud perjanjian 
seharusnya hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta 
kekayaan. 
4. Tanpa menyebut tujuan, dalam suatu perjanjian seharusnya 
menyebutkan tujuan pengadakan perjanjian. 
 Dari alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah 
suatu persetujuan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk 
melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. 
 Subekti menyatakan, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di 
mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling 
berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Selanjutnya menurut Sudikno 
suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata 
sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.7 
 
 
 
                                                                                                                                     
 
7
 Sudikno Mertokusumo. 1988. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta : PT. 
Liberty. Hlm. 47. 
9 
2. Unsur unsur perjanjian 
Berdasarkan perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga 
unsur dalam perjanjian :8 
a. Unsur Esensialia  
 Unsur  esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu 
perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian 
yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan  oleh  para  pihak 
dapat menjadi berbeda, akibatnya menjadi tidak sesuai dengan 
kehendak para pihak. 
b. Unsur Naturalia 
 Unsur   naturalia   adalah   unsur   yang   pasti   ada dalam  suatu 
perjanjian tertentu,  setelah  unsur  esensialianya diketahui  secara 
pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia 
jual beli, pasti terdapat unsur naturalia berupa dari penjual untuk 
menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. 
c. Unsur Aksidentalia 
 Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian 
yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diatur secara menyimpang 
oleh para pihak. Unsur aksidentalia  merupakan persyaratan khusus 
yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Misalnya 
dalam jual beli, unsur aksidentalia adalah ketentuan mengenai tempat 
dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli. 
                                                 
8
 Kartini Muljadi, Gunawan Widjaaja, 2010, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT Raja 
Grafindo Persada, hlm 85-89 
10 
3. Syarat Sah Perjanjian 
 Berbicara mengenai syarat syahnya perjanjian diatur dalam Pasal 
1320 KUHPerdata, sebagaimana terdapat empat syarat pokok sahnya 
suatu perjanjian :9 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  
 Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah 
persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara 
penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan 
berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. 
Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi 
dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya 
dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang 
tidak secara lisan. 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
 Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan 
perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan 
dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya 
belum mencapai 21 tahun. 
 Khusus untuk orang yang menikah sebelum 21 tahun tersebut, 
tetap dianggap cakap walaupun ia bercerai sebelum mencapai usia 21 
tahun. Jadi, janda atau duda tetap dianggap cakap walaupun usianya 
belum mencapai 21 tahun. 
                                                 
9
 Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan (Penjelasan makna Pasal 1233 
sampai 1456 BW), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67-69 
11 
 Walaupun ukuran kecakapan didasarkan pada usia 21 tahun atau 
sudah menikah, tidak semua orang yang mencapai usia 21 tahun atau 
sudah menikah, tetapi tetap dianggap tidak cakap karena berada di 
bawah pengampuan, misalnnya karena gila, atau bahkan karena 
boros. 
c. Suatu hal tertentu 
 Mengenai suatu hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya 
perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian 
yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek yang 
tertentu. Jadi tidak bisa seseorang menjual “sesuatu” (tidak tertentu) 
dengan harga seribu rupiah misalnya karena kata sesuatu itu tidak 
menunjukkan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tentu. 
d. Sesuatu sebab yang halal 
 Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga 
merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan 
dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam 
hukum islam, tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa isi 
perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang 
kesusilaan dan ketertiban umum. 
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4. Asas-asas perjanjian 
Didalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas sebagai berikut :10 
a. Asas kebebasan berkontrak  
 Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan 
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian 
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya”.  Maksud  dari  asas  kebebasan 
berkontrak adalah setiap orang diberikan kesempatan yang seluas 
luasnya untuk mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa 
saja, baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupaun yang 
belum diatur dalam undang-undang. 
b. Asas konsensualisme  
 Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 
KUH perdata  yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya 
perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini 
mengandung makna bahwa perjanjian pada umunya cukup dengan 
kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan 
antara  para  pihak  yang  membuat  suatu perjanjian, maka sejak 
saat itu perjanjian telah sah dan mengikat serta sudah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
c. Asas kekuatan mengikat / Asas pacta sund servanda / Asas 
Kepastian Hukum 
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 Endang Mintorowati.1999. Hukum Perjanjian. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Hlm. 6-11 
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 Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang ber
bunyi: 
 “Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  un
dang- undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi perjanjian 
yang dibuat oleh para  pihak  sah mengikat dan berlaku bagi 
mereka yang membuatnya. Asas Pacta Sunt Servanda memberikan 
kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. 
B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi 
1. Pengertian umum Asuransi 
 Di Indonesia, pertanggungan adalah istilah asuransi sering 
digunakan, istilah ini tampaknya mengikuti istilah dalam bahasa 
Belanda, yaitu assurantie (asuransi) dan verzekering 
(pertanggungan). 
 Secara yuridis pengertian Asuransi atau pertanggungan 
menurut Pasal 246 Kitab Undang - Undang Hukum Dagang 
(KUHD) :  
Asuransi mempunyai pengertian sebagai berikut : Asuransi 
atau pertanggungan adalah suatu persetujuan, dimana 
penanggung kerugian diri kepada tertanggung, dengan 
mendapat premi, untuk mengganti kerugian karena 
kehilangan kerugian atau tidak diperolehnya suatu 
keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena 
peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu. 
 
 Pada tanggal 11 Februari 1992 pemerintah mengatur secara 
spesifik dan mengundangkan Undang-Undang nomor 2 tahun 
14 
1992 tentang Usaha Perasuransian, dimana istilah Asuransi 
menurut Pasal 1 angka (1) :  
Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua 
pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung 
mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima 
premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada 
tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan 
keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum 
kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita 
tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak 
pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang 
didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang 
dipertanggungkan. 
  
 Perlu diketahui, bahwa undang undang nomor 2 tahun 1992 
tentang usaha perasuransian hanya mengatur mengenai usaha 
perasuransian saja dan bukan mengatur mengenai substansi 
dari asuransi itu sendiri. Oleh karenanya dengan berlakunya 
Undang undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha 
perasuransian tidak menghapus ketentuan-ketentuan mengenai 
asuransi yang diatur dalam KUHD yang dibuat pada masa 
kolonial Belanda.11 
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 M. Suparman Sastrawidjadja dan Endang,1993, Hukum Asuransi, Perlindungan 
Tertanggung Asuransi Deposito. Bandung,  hlm. 50. 
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2. Pengertian Risiko, Evenemen dan Ganti Kerugian 
a. Risiko  
 Risiko dapat diartikan juga sebagai beban kerugian yang 
diakibatkan karena suatu peristiwa yang tidak diinginkan. 
Besarnya risiko tersebut dapat diukur dengan nilai barang yang 
diserang dan merugikan pemiliknya.12  
 Dalam hukum asuransi, bahaya yang menjadi beban 
penanggung merupakan perisitiwa penyebab timbulnya 
kerugian, cacat badan atau kematian atas obyek asuransi. 
Kriteria atau ciri risiko dalam asuransi adalah sebagai berikut13: 
1. Bahaya yang mengancam benda atau obyek asuransi 
2. Berasal dari faktor ekonomi, alam atau manusia. 
3. Diklarifikasikan menjadi risiko pribadi, kekeyaan dan 
tanggung jawab. 
4. Hanya berpeluang menimbulkan kerugian 
b. Evenemen Dalam Asuransi 
 Evenemen adalah istilah yang diapdopsi dari bahasa 
belanda evenement yang berarti peristiwa tidak pasti. 
Evenemen atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap 
mana asuransi diadakan tidak dipastikan terjadi dan tidak 
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 Emmy pangaribuan simanjuntak, Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya, FH-
UGM, Yogyakarta, 79-81 
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 Ibid hal 82 
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diharapkan terjadi. Adapun pengertian evenemen jika 
dirumuskan adalah :14 
Evenemen adalah menurut pengalaman manusia normal 
tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti 
terjadi, saat terjadinya tidak dapat ditentukan dan juga tidak 
dapat diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga akan 
menyebabkan kerugian 
 
Dalam hukum asuransi evenemen yang menjadi beban 
penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian 
atas obyek asuransi. selama belum terjadi penyebab timbulnya 
kerugian, selama itu pula bahaya yang mengancam obyek asuransi 
disebut risiko.15 Apabila risiko itu sungguh - sungguh menjadi 
kenyataan, maka risiko berubah menjadi evenemen, yaitu peristiwa 
yang menimbulkan kerugian. Dalam hal ini risiko menjadi beban 
ancaman penanggung. Oleh karena itu dapat kita pahami ciri - ciri 
evenemen adalah sebagai berikut :16 
1. Peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian. 
2. Terjadinya itu tidak diketahui, tidak dapat diprediksi 
terlebih dahulu. 
3. Berasal dari faktor ekonomi, alam dan manusia. 
4. Kerugian terhadap diri, kekayaan dan tanggung jawab 
seseorang. 
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c. Kerugian Dalam Asuransi 
 Evenemen erat sekali persoalannya dengan ganti kerugian. 
Akan tetapi tidak setiap kerugian (loss) akibat evenemen harus 
mendapat ganti kerugian. Antara evenemen yang terjadi dan 
kerugian yang timbul ada hubungan kausal. Evenemen adalah 
sebab dan kerugian ada6lah akibat. Jika sudah dipastikan 
evenemen yang terjadi itu dijamin oleh polis dan karenanya 
menimbulkan kerugian, penanggung terikat untuk membayar 
ganti kerugian.  
3. Tujuan Asuransi 
Tujuan   dari   asuransi   adalah   untuk   meringankan   beban 
risiko yang dihadapi oleh tertanggung dengan memperoleh ganti 
rugi dari penanggung sedemikian rupa hingga :17 
a) tertanggung   terhindar   dari   kebangkrutan   sehingga   dia  
 masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian. 
b) mengembalikan   tertanggung   kepada   posisinya   semula   
seperti sebelum menderita kerugian. 
4. Golongan Asuransi 
 Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi 
dibedakan atas : 
 a) Asuransi kebakaran (Pasal 287-298 KUHD) 
 b) Asuransi hasi pertanian (Pasal 299-301 KUHD) 
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 c) Asuransi Jiwa (Pasal 302-308 KUHD) 
 d) Asuransi Pengangkutan Laut dan Perbudakan (Pasal 592-685 
KUHD) 
 e) Asuransi pengangkutan darat, sungai, dan perairan pedalaman 
(686-695 KUHD)  
Asuransi dibedakan dalam 3 jenis, berdasarkan Undang-
Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, yaitu : 
a) Asuransi Kerugian 
  Tujuan Asuransi atau pertanggungan kerugian adalah untuk 
mengganti kerugian yang timbul pada harta kekayaan tertanggung, 
dalam hal ini tertanggung ingin mengamankan kepentingan yang 
melekat pada harta kekayaanya.18 Kepentingannya atas harta 
kekayaan yang dapat dipertanggungkan mempunyai sifat bahwa 
orang yang berkepentingan akan menderita kerugian apabila terjadi 
sesuatu peristiwa yang menimpa kepentingan tersebut.19 Jadi, ganti 
kerugiannya ditujukan pada kemungkinan risiko yang timbul pada 
harta benda atau harta kekayaan tersebut. Dapat pula dikatakan 
ganti pemberian ganti kerugian oleh penanggung kepada 
tertanggung berdasarkan suatu tafsiran kejadian nyata yang 
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 H. M. N Purwosutjipto. 1986, Pengertian  Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum 
Pertanggungan), Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 16. 
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 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Op. Cit, hlm. 46. 
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diderita oleh tertanggung, jadi secara tegas jumlah kerugiannya 
belum bisa ditentukan sebelum peristiwa terjadi.20 
 b) Asuransi Jiwa 
 Asuransi jiwa atau dapat pula disebut asuransi sejumlah uang.21 
Pada asuransi ini sejak permulaan perjanjian telah ditentukan 
sejumlah uang ganti kerugian yang akan diberikan kepada 
tertanggung ketika risiko terjadi.22 Yang dipertanggungkan dalam 
asuransi ini adalah yang disebabkan oleh kematian.23 kematian 
dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu 
keluarga tertentu.24 
c) Asuransi Sosial 
 Asuransi Sosial, yang dapat mewajibkan ialah pemerintah. Oleh 
karena itu, seluruhnya diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal 
ini perusahaan - perusahaan negara, atas dasar undang - undang 
atau peraturan lainnya. Hal ini, dapat dimengerti karena 
penyelenggaraan asuransi sosial memang diperuntukkan bagi 
kesejahteraan dan kepentingan masyarakat luas.25 
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 Adapun pembagian jenis – jenis asuransi atau pertanggungan yang 
berorientasi pada pembagian menurut para sarjana dari negeri Belanda :26 
  a.  Asuransi Kerugian (Schade Verzekering) 
  b.  Asuransi Sejumlah Uang (Sommen Verzekering) 
Pembagian jenis lainnya yaitu :27 
 a)  Asuransi dengan Premi, antara lain : 
  1)  Asuransi Kerugian terdiri atas : 
   1.1. Asuransi Pengangkutan 
   2.1. Asuransi Kebakaran 
  2)  Asuransi Sejumlah uang. 
  3)  Asuransi Campuran antara asuransi ganti kerugian  
       dan asuransi sejumlah uang (asuransi varia). 
 b)  Asuransi tanpa premi, antara lain :  
  Asuransi saling tanggung menanggung. 
 Sedangkan Sri rezeki berpendapat bahwa jenis - jenis asuransi 
terbagi atas sebagai berikut :28 
a)  Asuransi Komersil, diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta, 
terdiri atas : 
 1)  Asuransi Kerugian  
  Yang termasuk asuransi ini, yakni : 
  a. Asuransi Pengangkutan. 
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  b. Asuransi Kebakaran. 
  c. Asuransi Kredit. 
  d. Asuransi Kendaraan Bermotor. 
 2)  Asuransi Sejumlah Uang (Asuransi Jiwa) : 
  a. Asuransi hari tua. 
  b. Asuransi Beasiswa. 
  c. Asuransi Dwiguna. 
b)  Asuransi Sosial, diselenggarakan oleh pemerintah, terdiri atas : 
 1) Asuransi kecelakaan penumpang. 
 2) Asuransi kesehatan pegawai. 
 3) Asuransi sosial tenaga kerja. 
5. Subyek dan Obyek Asuransi 
 Subyek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang 
bertindak aktif mengamalkan perjanjian itu, yaitu pihak tertanggung, 
pihak penanggung dan pihak-pihak yang berperan sebagai 
penunjang perusahaan asuransi.29 
a. Penanggung 
 Pengertian penanggung secara umum, adalah pihak yang 
menerima risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan 
mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah 
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disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, 
yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.30 
 Dari pengertian penanggung tersebut di atas, terdapat hak 
dan kewajiban yang mengikat penanggung Hak-hak dari 
penanggung adalah : 
1. Penerima Premi. 
2. Mendapatkan keterangan dari tertanggung berdasarkan prinsip 
itikad baik. (Pasal 251 KUHD) 
3. Hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung 
menurut Man Suparman Sastrawidjaja hak penangggung antara 
lain : 31 
a. Menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai 
dengan perjanjian. 
b. Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada 
tertanggung yang berkaitan dengan obyek yang 
diasuransikan kepadanya. 
c. Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal 
peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan 
oleh kesalahan tertanggung sendiri. (Pasal 276 KUHD) 
d. Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi 
batal atau gugur  yang disebabkan oleh perbuatan 
curang dari tertanggung. (Pasal 282 KUHD) 
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e. Melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang 
lain, dengan maksud untuk membagi risiko yang 
dihadapinya. (Pasal 271 KUHD) 
Sedangkan kewajiban dari penanggung adalah : 
a. memberikan polis kepada tertanggung. 
b. Membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita 
tertanggung dalam hal asuransi kerugian dan membayar 
santunan pada asuransi jiwa sesuai dengan kondisi polis. 
 Menurut Suparman sastrawidjadja kewajiban penanggung 
antara lain32 : 
a. Memberikan ganti rugi atau memberikan sejumlah uang 
kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan 
terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi 
alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut. 
b. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada 
tertanggung (Pasal 259, 260 KUHD) 
c. Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi 
batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum 
menanggung risiko sebagian atau seluruhnya. (Pasal 281 
KUHD) 
d. Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus 
mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun 
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kembali apabila dalam pasal tersebut diperjanjikan 
demikian. (Pasal 289 KUHD) 
 Undang – undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha 
perasuransian menyebuntukan bahwa penyelenggara usaha 
perasuransian atau pihak yang bertindak sebagai pihak 
penanggung hanya boleh dilakukan oleh badan hukum yang 
berbentuk perusahaan perseroan (persero), koperasi, perseroan 
terbatas dan usaha bersama (mutual).33 
 Badan hukum penyelenggara perasuransian dalam undang-
undang nomor 2 tahun 1992 tentang perasuransian, disebut 
perusahaan perasuransian yaitu :  
a. Perusahaan asuransi kerugian, yaitu perusahaan atau 
usaha asuransi yang memberikan jasa dalam 
penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan 
manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga 
yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. 
b. Perusahaan asuransi jiwa, yaitu perusahaan atau usaha 
asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan 
risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya 
seseorang yang dipertanggungkan. 
c. Perusahaan reasuransi, yaitu perusahaan atau usaha 
asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan 
                                                 
33
 Neo Yesi Pandansari, Op. Cit, hlm 39 
25 
ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan 
asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa. 
b. Tertanggung  
 Pengertian tertanggung secara umum adalah pihak yang 
mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan 
sejumlah premi.34  
 Berdasarkan Pasal 250 KUHD yang dapat bertindak sebagai 
tertanggung adalah sebagai berikut :  
Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri 
sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan 
pertanggungan oleh seorang pertanggungan tidak 
mempunyai kepentingan atas benda tidak berkewajiban 
mengganti kerugian. 
 
 Berdasarkan Pasal 250 KUHD tersebut yang berhak 
bertindak sebagai tertanggung adalah pihak yang mempunyai 
interest  (kepentingan) terhadap obyek yang dipertanggungkan.  
Apabila kepentingan tersebut tidak ada, maka pihak 
penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian 
yang diderita pihak tertanggung.  
 Pasal 264 KUHD menentukan, selain mengadakan perjanjian 
asuransi untuk kepentingan  diri sendiri, juga diperbolehkan 
mengadakan perjanjian asuransi untuk kepentingan pihak 
ketiga, baik berdasarkan pemberian kuasa dari pihak ketiga itu 
sendiri ataupun di luar pengetahuan pihak ketiga yang 
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berkepentingan.  Tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian 
asuransi mempunyai hak dan kewajiban yang harus 
dilaksanakan, sehingga apabila terjadi peristiwa yang tidak 
diharapkan yang terjamin kondisi polis maka penanggung dapat 
melaksanakan kewajibannya. 
Hak - hak tertanggung adalah : 
1) Menerima polis. 
2) Mendapatkan ganti rugi apabila terjadi perisitwa yang tidak 
diharapkan yang terjamin kondisi polis. 
Menurut Man. Suparman Sastrawidjaja hak tertanggung antara 
lain35: 
1) Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 
259 KUHD) 
2) Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung 
(Pasal 260 KUHD) 
3) Meminta ganti kerugian 
Sedangkan kewajiban dari tertanggung adalah : 
1) Membayar premi. 
2) Memberikan keterangan kepada penanggung berdasarkan 
prinsip utmost good faith. 
3) Mencegah agar kerugian dapat dibatasi. 
4) Kewajiban khusus yang tercantum dalam polis. 
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  Menurut Man. Suparman sastrawidjaja kewajiban 
tertanggung adalah :36 
1) Membayar premi kepada penanggung (Pasal 246 KUHD) 
2) Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung 
mengenai obyek yang diasuransikan. (Pasal 251 KUHD) 
3) Mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat 
menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan 
tidak terjadi atau dapat dihindari apabila dapat dibuktikan 
oleh penanggung, bahwa tertanggung tidak berusaha untuk 
mencegah terjadinya perisitiwa tersebut dapat menjadi salah 
satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan 
ganti kerugi bahkan sebaliknya menuntut kerugian kepada 
tertanggung. (Pasal 283 KUHD) 
4) Memberitahukan kepada tertanggung bahwa telah terjadi 
peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, berikut 
usaha-usaha pencegahannya. 
c. Obyek Pertanggungan 
 Pasal 268 KUHD mengatur :  
“pertanggungan dapat berpokok semua kepentingan, yang 
dapat dinilai dengan uang, diancam oleh suatu bahaya, dan 
oleh undang-undang tidak terkecualikan” 
 
 Kepentingan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut 
tidak berlaku bagi asuransi sejumlah uang (jiwa), dimana 
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terdapat hal-hal tertentu yang tidak dapat dinilai dengan uang 
atau bersifat hubungan material, yang bersifat kekeluargaan 
dan hubungan cinta kasih antara keluarga. 
 Pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 2 tahun 1992 
menyatakan obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan 
raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum serta semua 
kepentingan lainnya yang dapat hilang rusak, rugi, dan atau 
berkurang nilainya. 
6. Prinsip Asuransi 
Asuransi sebagai suatu perjanjian pengalihan risiko menganut 
prinsip-prinsip atau asas yang sangat penting mengingat transaksi 
asuransi melibatkan keuangan masyarakat secara umum yang 
secara tidak langsung juga akan membawa pengaruh terhadap 
perekonomian sebuah Negara. Prinsip-prinsip dalam asuransi 
tersebut adalah : 37 
1. Prinsip Kepentingan (Insureable Interest) 
 Prinsip kepentingan sangat erat dengan prinsip Indemnity. 
Prinsip kepentingan adalah hak yang sah untuk 
mempertanggungkan atau adanya hubungan antara 
Tertanggung dengan obyek pertanggungan sedemikian rupa 
sehingga Tertanggung yang menderita kerugian keuangan 
sebagai akibat terjadinya kerusakan, kerugian atau kehancuran 
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pada objek pertanggungan. Insurable interest  atau kepentingan 
yang dapat dipertangunggkan, artinya Tertanggung mempunyai 
kepentingan keuangan yang legal objek yang 
dipertanggungkan. 
 Pasal 250 KUHD mengatur bahwa: 
Apabila seorang yang telah mengadakan 
pertanggungan untuk dirinya sendiri, atau apabila 
seorang yang untuknya telah diadakan suatu 
pertanggungan, pada saat diadakannya 
pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan 
terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka 
Penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti 
rugi. 
 
 Ketentuan di atas mensyaratkan adanya kepentingan dalam 
mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat Penanggung 
tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi jika tidak ada 
kepentingan Tertanggung. 
2. Prinsip Itikad Baik atau Prinsip kejujuran Yang Sempurna 
(Utmost Good Faith)   
 Dalam perjanjian asuransi seperti juga pada perjanjian 
perjanjian pada umumnya, unsur saling percaya antara 
Penaggung dan Tertanggung itu sangat penting. Penanggung 
percaya bahwa Tertanggung akan memberikan segala 
keterangan dengan benar. Di pihak lain Tertanggung juga 
percaya bahwa apabila terjadi risiko yang dipertanggungkan, 
maka Penaggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini 
dasarnya adalah itikad baik. 
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 Mengenai itikad baik ini, Pasal 251 KUHD mengatur 
bahwa : 
Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, 
ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang 
diketahui oleh si Tertanggung Betapapun itikad baik 
ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga 
seandainya si Penanggung telah mengetahui 
keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan 
ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang 
sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan. 
 Dari ketentuan tersebut di atas, asuransi menjadi batal 
apabila tertanggung memberikan keterangan yang keliru atau 
tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan. Di 
samping itu tidak dipersoalkan apakah Teratanggung beritikad 
baik atau buruk, Karena tujuan utamanya adalah melindungi 
Penanggung. 
3. Prinsip Keseimbangan (Indemnity) 
 Perjanjian asuransi bertujuan memberikan ganti rugi 
terhadap kerugian yang diderita oleh Tertanggung  yang 
disebabkan oleh risiko sebagaimana diperjanjikan dalam polis. 
Besarnya nilai ganti rugi adalah seimbang dengan kerugian 
yang diderita oleh Tertanggung. Prinsip keseimbangan diatur 
secara tegas dalam Pasal 253 KUHD, “Kerugian/kerusakan 
yang diderita oleh Tertanggung akan diganti oleh Penanggung 
secara seimbang sesuai dengan kerugian riil yang diderita”. 
 
31 
 Tujuan pemberian ganti rugi adalah untuk mengembalikan 
posisi keuangan Tertanggung atas obyek pertanggungan yang 
mengalami kerugian kepada posisi semula sesaat sebelum 
terjadinya kerugian.38 
4. Prinsip Subrogasi 
Prinsip ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari prinsip 
indemnity, bahwa penanggung hanya wajib memberikan ganti 
rugi kepada tertanggung sebesar kerugian yang dideritanya. 
Apabila Tertanggung setelah menerima ganti rugi ternyata 
mempunyai tagihan pada pihak lain, yang karena kesalahanya 
pihak ketiga itu menimbulkan kerugian maka Tertanggung tidak 
berhak menerimanya, dan hak itu beralih kepada Penanggung. 
Prinsip subrogasi diatur secara tegas dalam Pasal 284 KUHD: 
Seseorang penanggung yang telah membayar 
kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, 
menggantikan si Penanggung dalam segala hak yang 
diperolehnya terhadap orang-orang ketiga 
berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut; 
dan si Tertanggung itu adalah bertanggung jawab 
untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si 
Penanggung terhadap orang-orang ketiga itu. 
 
 Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa subrogasi 
adalah penggantian kedudukan Tertanggung oleh Penanggung 
yang telah membayar ganti kerugian, dalam melaksanakan hak-
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hak Tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan 
terjadinya kerugian.39 
5. Prinsip Kontribusi/Saling Menanggung 
Apabila atas suatu obyek asuransi yang dijamin oleh beberapa 
Penanggung pada waktu yang bersamaan, maka masing-
masing Penanggung itu menurut imbalan dari jumlah untuk 
mana mereka menandatangani polis, hanya akan memikul 
harga yang sebenarnya dari kerugian yang diderita oleh 
Tertanggung. Pasal 278 KUHD mengatur: 
Apabila dalam satu-satunya polis, meskipun pada 
hari-hari yang berlainan oleh berbagai Penanggung 
telah diadakan penaggungan yang melebihi harga, 
maka mereka itu bersama-sama, menurut 
keseimbangan daripada jumlah-jumlah untuk mana 
mereka telah menandatangani polis tadi memikul 
hanya harga sebenarnya yang dipertanggungkan. 
Ketentuan yang sama berlakunya, apabila pada hari 
yang bersamaan, mengenai satu-satunya barang, 
telah diadakan berbagai Penangungan. 
6. Prinsip Sebab Akibat 
Dalam prinsip sebab akibat, bahwa kerugian yang terjadi, 
haruslah oleh suatu sebab atas risiko yang merupakan 
tanggungan Penanggung. Jika tidak maka Penanggung 
dibebaskan dari kewajibannya membayar ganti rugi.40 
Salah satu prinsip-prinsip tersebut ada hak subrogasi dimana 
penanggung menggantikan tertanggung dalam hak penuntutan terhadap 
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pihak ketiga. Hal ini telah diperjanjikan terlebih dahulu dalam bentuk 
perjanjian tertulis antara penanggung dan tertanggung. Perjanjian tertulis 
disebut dengan polis.41 
6.1 Polis  
Polis adalah ikatan persetujuan antara penanggung dengan 
dengan tertanggung sebagaimana yang ditetapkan dalam KUHD Pasal 
225, menyatakan bahwa : 
“pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang 
diberi nama polis. “ 
 
Dalam asuransi kendaraan bermotor Indonesia dikenal adanya polis 
standar kendaraan bermotor yang dikeluarkan Dewan Asuransi Indonesia 
atau Polis Standar Kendaraan bermotor-Dewan Asuransi Indonesia 
(PSKB-DAI). Pada umumnya semua perusahaan asuransi menggunakan 
PSKB dan melakukan modifikasi polis tersebut untuk memenuhi 
permintaan pasar, disebut sebagai tailormade policy. 
6.2 Luas jaminan  
Berdasarkan PSKB-DAI, dikaitkan dengan luas jaminan meliputi 
kelompok besar yakni polis gabungan  
a. Pertanggungan gabungan  
luas jaminan pertanggungan ini di pasar asuransi dikenal dengan 
all risk, meliputi pertanggungan : 
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1. kerugian dan kerusakan atas casco atau fisik 
kendaraan tersebut (physical damage or material 
damage) akibat kecelakaan, niat jahat orang lain 
(malicious damage) 
2. kerusakan dan kerugian karena pencurian 
3. kerusakan dan kerugian karena kebakaran 
4. biaya Derek/penarikan kendaraan dijalan raya atau 
tempat kejadian 
5. tanggung jawab hukum kepada pihak ke 3 
b. pertanggungan kerugian total semata atau TLO (Total Lost Only) 
 Penanggung hanya mengganti kerugian keseluruhan atau 
TLO terhadap kerangka kendaraan (casco), kerugiann dapat 
berupa teknis total loss maupun constructive total loss, sesuai 
persyaratan polis, 
c. polis pertanggungan tanggung jawab hukum terhadap pihak ke3 
semata kerugian dan kerusakan yang dialami pihak ketiga atau 
orang lain meliputi : 
1. Harta benda  
2. Luka badan dan jiwa meninggal dunia 
3. Biaya perkara dan ongkos-ongkos bantuan ahli 
hukum (lawyers atau advokat) 
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C. Hak Subrogasi 
1. Pengertian Hak subrogasi 
Hak Subrogasi adalah legitimasi bagi perusahaan asuransi 
berdasarkan  Pasal  284 KUHD seperti yang telah disebuntukan 
dalam salah satu prinsip asuransi dan juga polis asuransi. Agar 
kajian dan penelitian ini benar – benar didasarkan pada  keilmuan, 
maka mendefinisikan “ Hak Subrogasi “ diawali dari mengetahui 
masing-masing makna yang membentuk istilah tersebut.  
Terdapat 2 kata berbeda yang menyatu dari hak subrogasi, 
yaitu hak  dan subrogasi . Berikut pengertian masing-masing kata 
tersebut. 
a. Hak 
Di dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki 
pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, 
kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah 
ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb)42 Menurut K. 
Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika memaparkan 
bahwa dalam pemikiran Romawi Kuno, kata ius - iurus (hak) 
hanya menunjukkan hukum dalam arti objektif. Artinya adalah 
hak dilihat sebagai keseluruhan undang - undang, aturan - 
aturan dan lembaga - lembaga yang mengatur kehidupan 
masyarakat demi kepentingan umum (hukum dalam arti Law, 
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bukan right).  
Pada akhir Abad Pertengahan ius dalam arti subjektif, 
bukan benda yang dimiliki seseorang, yaitu kesanggupan 
seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu atau 
melakukan sesuatu (right, bukan law). Akhirnya hak pada saat 
itu merupakan hak yang subjektif merupakan pantulan dari 
hukum dalam arti objektif. Hak dan kewajiban mempunyai 
hubungan yang sangat. Kewajiban dibagi atas dua macam, 
yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak 
orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait 
dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar 
keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan 
moral.43 
b. subrogasi 
 Pembicaraan Mengenai hak subrogasi tidak dapat 
dipisahkan dari pembayaran. Karena subrogasi memang timbul 
sebagai akibat pembayaran. Subrogasi terjadi karena 
pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditor (si 
berpiutang) baik secara langsung maupun secara tidak langsung 
yaitu melalui debitor (si berutang) yang meminjam uang dari 
pihak ketiga. Pembayaran adalah setiap pemenuhan prestasi 
secara sukarela dan mengakibatkan hapusnya perikatan antara 
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kreditor dan debitor. Selanjutnya pihak ketiga ini menggantikan 
kedudukan kreditor lama, sebagai kreditor yang baru terhadap 
debitor.44 
 Sedangkan menurut KUHD Pasal 284, bila penanggung 
telah membayar ganti rugi kepada tertanggung, maka 
penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung akan 
segala hak yang diperoleh dari pihak ketiga yang telah 
menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung bertanggung 
jawab atas perbuatan yang dapat menghilangkan setiap hak 
penanggung atas pihak ketiga tersebut. Penggantian semacam 
ini disebut subrogasi. 
  Subrogasi tersebut diatur dalam Pasal 1400 KUH perdata, 
disebutkan bahwa subrogasi adalah penggantian hak - hak si 
berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si 
berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi 
undang - undang. 
  Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ( 
KUHPerdata ) Pasal 1365 dinyatakan, seseorang bertanggung 
jawab atas setiap perbuatannya yang melawan hukum yang 
dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain. Oleh karena itu, 
sejalan dengan maksud dari prinsip indemnity ( asas 
keseimbangan ) yang mengandung pengertian bahwa asuransi 
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bukan untuk mencari untung, dan tertanggung tidak 
diperkenankan menerima ganti rugi melebihi jumlah kerugian 
yang dideritanya, maka prinsip subrogasi diperlukan untuk 
mengatasi hal tersebut. Atas dasar ini, prinsip subrogasi disebut 
sebagai pendamping dari prinsip indemnity.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
45
 Panduan keagenan PT. Asuransi Jasa Indonesia, 2007,  Jakarta, hlm. 12 
39 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di beberapa instansi di Kota Makassar, 
Sulawesi Selatan, yaitu : 
1. PT. Asuransi Jasa Indonesia. 
2. PT. Asuransi Dayin Mitra. 
3. PT. Asuransi Ramayana. 
B. Populasi dan Sampel  
1. Populasi 
Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah beberapa 
nasabah yang mengklaim kerugian di Perusahaan Asuransi, dan 
sebanyak 15 orang yang dijadikan sebagai responden. Populasi 
digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan tepat, guna 
penulisan skripsi ini. 
2. Sampel  
 Penetapan responden dilakukan dengan menggunakan metode 
purpossive sampling, yaitu banyaknya responden ditentukan sesuai 
keinginan peneliti. Oleh karena itu jumlah yang dijadikan responden 
pada penelitian ini adalah 15 orang tertanggung (nasabah yang 
melakukan pengaduan) pada periode februari 2013 di setiap objek 
penelitian ini. 
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C. Jenis dan Sumber data  
Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
terbagi atas 2 (dua), yakni: 
1. Data Primer 
Data primer merupakan informasi yang berasal dari wawancara 
yang diperoleh berdasarkan buah pendapat dan pemikiran dari pihak 
yang berwenang, dalam hal ini kepala unit teknik dan staff ahli bagian 
klaim asuransi PT. Asuransi jasa Indonesia, pimpinan cabang dan staff 
ahli bagian klaim PT. Asuransi Dayin Mitra, kepala cabang dan kepala 
seksi bagian klaim PT. Asuransi Ramayana, dan nasabah yang 
mengklaim kendaraannya. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui data kepustakaan 
berupa bahan-bahan tertulis yang mencakup tulisan-tulisan yang 
melalui hasil penelitian ilmiah, internet, dan buku-buku yang berkaitan 
dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan 
penelitian ini adalah: 
1. Wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung di 3 (tiga) 
perusahaan Asuransi yaitu, PT. Asuransi Jasa Indonesia, Bapak 
Febri Pranurdia selaku kepala unit teknik, Bapak Agung dwi 
kurniawan selaku staff ahli bagian klaim, PT. Asuransi Dayin Mitra, 
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Ibu Suriyani selaku pimpinan cabang, bapak iskandar selaku 
penanggung jawab klaim PT. Asuransi Ramayana, Bapak Mas Dwi 
Joyo selaku Kepala seksi, Bapak Anwar selaku penanggung jawab 
bagian klaim, responden/nasabah selaku konsumen yang 
mengklaim kendaraan nya dari salah satu perusahaan asuransi. 
Seluruh narasumber merupakan pihak-pihak yang berkompeten 
agar penulis memperoleh data dan informasi yang diharapkan 
mampu memberikan masukan dan penjelasan mengenai masalah 
tersebut, yakni klaim asuransi kerugian terhadap tertanggung yang 
menuntut ganti kerugian kepada asuransi sekaligus kepada pihak 
ketiga. 
2. Kuisioner,  yaitu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang 
disiapkan untuk masing-masing responden. Pada kuisioner ini 
nantinya berisi dengan variabel laten atau disebut faktor. Dimana 
faktor tersebut diukur melalui indikator yang telah ditentukan oleh 
peneliti melalui sebuah butir-butir pertanyaan (kuisioner) didampingi 
oleh beberapa alternatif jawaban yang tersedia. 
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumen-
dokumen dan laporan tertulis lainnya yang ada hubungannya 
dengan penelitian ini. 
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E. Analisis Data 
1. Analisa Kualitatif 
Analisis ini digunakan untuk penganalisisan secara argumen 
berdasarkan data-data bersifat karakteristik atas jawaban kuisioner 
yang telah diperoleh dari responden. 
3. Analisa Kuantitatif 
Analisis ini digunakan untuk menganalisis secara statistik guna 
melakukan uji hipotesis penelitian terhadap data-data yang 
diperoleh, dimana proses perhitungannya menggunakan tabulasi 
sederhana berdasarkan jawaban responden melalui kuisioner yang 
telah diberi indikator/kriteria lalu menentukan persentase 
indikator/kriteria responden dengan menggunakan rumus: 
 
Keterangan: 
P = persentase 
F = frekuensi 
N = jumlah 
100% sebagai angka pembulat. 
 
 
 
 
 
 
P = 
F 
N 
X 100% 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Atas Dasar Hak Subrogasi 
 Sebelum peneliti menjelaskan mengenai tanggung jawab 
perusahaan asuransi atas dasar hak subrogasi, maka peneliti akan 
menjelaskan terlebih dahulu hasil penelitian yang peneliti dapatkan 
melalui pemberian angket (kusioneir) terhadap nasabah yang dijadikan 
responden, yang peneliti masukkan ke dalam analisis kulitatif. Dimana 
analisa kualitatif yang bertujauan untuk menjelaskan tentang karakteristik 
responden dari ketiga perusahaan asuransi yang peneliti teliti. 
1. Pada PT Asuransi Jasa Indonesia 
Tabel 1a. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia/Umur 
Tahun Jumlah Persentase 
58 < … 0 0% 
48 – 57 2 13% 
38 – 47 3 20% 
28 – 37 4 27% 
18 – 27 6 40% 
Jumlah Keseluruhan 15 100% 
Sumber: Data Primer Diolah 2013 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah 
yang melakukan pengaduan pada PT Asuransi Jasa Indonesia berada 
pada usia muda/produktif. Ditunjukkan pada usia sekitar 18-27 tahun 
jumlah pengadu mencapai 6 orang dan ditunjukkan pada usia sekitar 28-
37 tahun jumlah pengadu mencapai 4 orang. 
44 
Tabel 1b. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 
Tahun Jumlah Persentase 
Lain-lain 2 13% 
PNS 
 
2 13% 
Siswa 2 13% 
Mahasiswa 4 27% 
Wirausaha/Swasta 4 27% 
TNI / POLRI 1 7% 
Jumlah Keseluruhan 15 100% 
Sumber: Data Primer Diolah 2013 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar yang 
melakukan pengaduan pada PT Asuransi Jasa Indonesia berada pada 
mahasiswa dan wirausaha/swasta. Ditunjukkan pada nasabah dengan 
pekerjaan sebagai mahasiswa sebanyak 4 orang serta pada nasabah 
dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta atau wirausaha mencapai 4 
orang. 
Tabel 1c. Karakteristik Responden Korban Berdasarkan Pendidikan 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa cenderung yang melakukan 
pengaduan pada PT Asuransi Jasa Indonesia adalah nasabah yang 
memiliki tingkat pendidikan strata satu (S1). Ditunjukkan pada nasabah 
dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 10 orang. 
 
Tahun Jumlah Persentase 
S2 3 20% 
S1 10 67% 
SMA/SMK Sederajat 2 13% 
Jumlah Keseluruhan 15 100% 
Sumber: Data Primer Diolah 2013 
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2. Pada PT Asuransi Dayin Mitra 
Tabel 2a. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia/Umur 
Tahun Jumlah Persentase 
58 < … 0 0% 
48 – 57 1 7% 
38 – 47 2 13% 
28 – 37 4 27% 
18 – 27 8 53% 
Jumlah Keseluruhan 15 100% 
Sumber: Data Primer Diolah 2013 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah 
yang melakukan pengaduan pada PT Asuransi Dayin Mitra berada pada 
usia muda/produktif. Ditunjukkan pada usia sekitar 18-27 tahun jumlah 
pengadu sebanyak 8 orang dan ditunjukkan pada usia sekitar 28-37 tahun 
jumlah pengadu sebanyak 4 orang. 
Tabel 2b. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 
Tahun Jumlah Persentase 
Lain-lain 1 7% 
PNS 3 20% 
Siswa 2 13% 
Mahasiswa 6 40% 
Wirausaha/Swasta 3 20% 
TNI / POLRI 0 0% 
Jumlah Keseluruhan 15 100% 
Sumber: Data Primer Diolah 2013 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa cenderung yang melakukan 
pengaduan pada PT Asuransi Dayin Mitra berada pada mahasiswa. 
Ditunjukkan pada nasabah dengan pekerjaan sebagai mahasiswa 
sebanyak 6 orang, pada nasabah dengan pekerjaan sebagai karyawan 
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swasta atau wirausaha sebanyak 3 orang, dan pada nasabah dengan 
pekerjaan sebagai PNS sebanyak 3 orang. 
Tabel 2c. Karakteristik Responden Korban Berdasarkan Pendidikan 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa cenderung yang melakukan 
pengaduan pada PT Asuransi Dayin Mitra adalah nasabah yang memiliki 
tingkat pendidikan strata satu (S1). Ditunjukkan pada nasabah dengan 
tingkat pendidikan S1 sebanyak 8 orang. 
3. Pada PT Asuransi Ramayana 
Tabel 3a. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia/Umur 
Tahun Jumlah Persentase 
58 < … 1 7% 
48 – 57 2 13% 
38 – 47 3 20% 
28 – 37 5 33% 
18 – 27 4 27% 
Jumlah Keseluruhan 15 100% 
Sumber: Data Primer Diolah 2013 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah 
yang melakukan pengaduan pada PT Asuransi Ramayana berada pada 
usia muda/produktif. Ditunjukkan pada usia sekitar 18-27 tahun jumlah 
pengadu sebanyak 4 orang dan ditunjukkan pada usia sekitar 28-37 tahun 
jumlah pengadu sebanyak 5 orang. 
Tahun Jumlah Persentase 
S2 5 33% 
S1 8 53% 
SMA/SMK Sederajat 2 13% 
Jumlah Keseluruhan 15 100% 
Sumber: Data Primer Diolah 2013 
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Tabel 3b. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 
Tahun Jumlah Persentase 
Lain-lain 3 20% 
PNS 4 27% 
Siswa 0 0% 
Mahasiswa 3 20% 
Wirausaha/Swasta 5 33% 
TNI / POLRI 0 0% 
Jumlah Keseluruhan 15 100% 
Sumber: Data Primer Diolah 2013 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa cenderung yang melakukan 
pengaduan pada PT Asuransi Ramayana berada pada 
Wirausaha/Swasta. Ditunjukkan pada nasabah dengan pekerjaan sebagai 
karyawan swasta atau wirausaha sebanyak 5 orang, dan pada nasabah 
dengan pekerjaan sebagai PNS sebanyak 4 orang. 
Tabel 3c. Karakteristik Responden Korban Berdasarkan Pendidikan 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa cenderung yang 
melakukan pengaduan pada PT Asuransi Ramayana adalah nasabah 
yang memiliki tingkat pendidikan strata satu (S1). Ditunjukkan pada 
nasabah dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 8 orang. 
Sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang bahwa 
penanggung atau perusahaan asuransi berfungsi mengalihkan resiko 
Tahun Jumlah Persentase 
S2 7 47% 
S1 8 53% 
SMA/SMK Sederajat 0 0% 
Jumlah Keseluruhan 15 100% 
Sumber: Data Primer Diolah 2013 
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kendaraan bermotor. Sebelum menanggung risiko ada perjanjian yang 
mengikat antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung sebagai 
calon nasabah. Dalam hal ini perjanjian diatur secara umum dalam buku 
III kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata). Pengertian 
perjanjian itu sendiri dimuat di dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa 
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti 
memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana 
seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling 
berjanji untuk melaksanakan suatu hal.46 Pengertian lain yang diberikan 
oleh Ahmadi Miru bahwa kontrak atau perjanjian merupakan suatu 
peristiwa hukum dimana sesorang berjanji untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu.47 KUH Perdata membedakan Perjanjian ke dalam 
perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama 
adalah perjanjian yang diatur dan diberi nama di dalam Undang-undang, 
contohnya jual-beli, sewa menyewa dan perjanjia asuransi. Perjanjian 
tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH perdata, 
misalnya perjanjian sewa beli. Perjanjian tidak bernama lahir dalam praktik 
berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Dalam kaitan dengan perjanjian 
Asuransi, KUHD mengatur prinsip atau asas-asas yang berlaku dan 
bersifat memaksa bagi pembuatan perjanjian asuransi, yaitu :48 
                                                 
46
 Subekti, 1996, hukum perjanjian, intermasa, Jakarta, hlm 1. 
47
 Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 
hlm. 2. 
48
 Gunanto,  1994, Asuransi kebakaran di Indonesia, Tirta Pustaka, Jakarta, hlm 26-37 
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1. Kepentingan yang dapat diasuransikan (insureable interest) 
Berdasarkan prinsip ini, pihak yang bermaksud akan 
mengasuransikan sesuatu harus mempunyai kepentingan terhadap 
objek yang akan diasuransikan, Berdasarkan Pasal 250 KUHD, 
kepentingan ini harus ada pada saat perjanjian asuransi pada 
diadakan. Pelanggaran ketentuan ini daptat menyebabkan 
penanggung tidak diwajibkan untuk memberi ganti kerugian dalam 
hal terjadi risiko yang dijamin. 
2. Kejujuran sempurna (Utmost good faith) 
Di dalam perjanjian asuransi, tertanggung memiliki kewajiban untuk 
memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya mengenai 
objek atau barang yang dipertanggungkan secara benar. 
Keterangan yang tidak benar atau informasi yang tidak diberikan 
kepada penaggung walaupun dengan itikad baik sekalipun dapat 
mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. Prinsip ini diatur tegas 
dalam Pasal 251 KUHD. 
3. Ganti kerugian (indemnity) 
Perjanjian asuransi bertujuan untuk memberikan ganti kerugian 
kepada tertanggung atas sejumlah kerugian yang diderita, yang 
disebabkan oleh terjadinya risiko yang dijamin sebagaimana yang 
diatur dalam polis. 
4. Subrogasi bagi penanggung (subrogation) 
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Prinsip ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari prinsip 
indemnity seperti yang dijelaskan sebelumnya. Menurut prinsip 
subrogasi, dalam hal setelah menerima ganti kerugian ternyata 
tertanggung mempunyai tagihan kepada pihak lain yang secara 
hukum bertanggung jawab atas timbulnya kerugian tersebut, maka 
tertanggung tidak berhak menerima dan hak beralih kepada 
penanggung.  
5. Sebab akibat (causaliteit prinsciple) 
Di dalam polis asuransi disebutkan adanya kewajiban penanggung 
untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung apabila yang 
bersangkutan mengalami kerugian. Akan tetapi tidaklah mudah 
untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi itu 
merupakan penyebab utama timbulnya kerugian yang dijamin 
dalam polis. 
6. Gotong royong (contribution) 
Jika suatu polis untuk suatu polis yang sama ditandatangani oleh 
beberapa tertanggung, maka masing-masing penanggung akan 
melakukan pembayaran ganti kerugian kepada tertanggung sesuai 
dengan perimbangan nilai premi yang mereka terima dan besarnya 
risiko yang mereka tanggung. Kontribusi terjadi ada asuransi 
berganda (double insurance) sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 278 KUHD. 
3. Jaminan Tambahan atau perluasan jaminan 
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Jaminan tambahan atau perluasan yang dimaksud adalah resiko-
resiko atau bahaya yang dikecualikan dalam PSKB akan tetapi resiko-
resiko tersebut bisa dijamin apabila dinyatakan secara tegas di dalam 
polis. Akan tetapi tidak semua resiko yang dikecualikan tersebut dapat 
dijamin dengan penegasan dalam polis tersebut. 
 Berikut adalah risiko yang dikecualikan di dalam penutupan standar 
asuransi, tetapi bisa dijamin dengan penegasan khusus berupa klausula 
tambahan. Misalnya:  
1. Kerusuhan dan Huru-Hara  
2. Bencana Alam seperti gempa bumi, banjir.  
3. Kecelakaan diri terhadap penumpang 
4. Kecelakaan diri terhadap pengemudi 
5. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga 
6. Terorisme dan sabotase 
 Klausula tambahan tersebut berupa klausula standar maupun khusus 
yang secara yuridis dapat merubah polis dalam artian dapat menambah 
dan atau mengurangi isi polis. Penambahan atau perubahan dapat 
meliputi : objek pertanggungan, luas jaminan, pengecualian, harga 
pertanggungan, tarif premi, dan sebagainya. 
  Klausula standar adalah klausula yang dikeluarkan oleh DAI dan lazim 
dipakai oleh perusahaan – perusahaan Asuransi di Indonesia, sedangkan 
klausula non standard atau klausula khusus, secara khusus penanggung 
dapat melakukan perubahan terhadap isi polis, jika kedua pihak dari 
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tertanggung dan penanggung telah sepakat atas perubahan tersebut, 
namun jika perubahan atas isi polis tidak dapat dilakukan dengan klausula 
standar, maka dapat dibuat ketentuan khusus seperti klausula khusus 
atas persetujuan tersebut. 
Setelah berbicara mengenai jenis jaminan dan perluasannya yang 
diatur dalam polis standar kendaraan bermotor, dalam asuransi 
kendaraan bermotor adakalanya perusahaan Asuransi atau penanggung 
melakukan kegiatan menyeleksi risiko  -  risiko dan meninjau seberapa 
jauh kerugian yang dapat timbul dimulai sejak penanggung menerima 
permohonan Asuransi sampai menerbitkan polis, hal ini disebut dengan 
Underwriting, sedangkan seseorang yang melakukan seleksi terhadap 
risiko calon tertanggung dan berwenang sebagai penerima dan penolak 
permohonan Asuransi disebut underwriter.49 
Dalam proses (menyeleksi risiko dan meninjau seberapa jauh kerugian 
yang dapat timbul) underwriting asuransi ada beberapa faktor 
pertanggungan asuransi yang saya dapatkan setelah melakukan 
penelitian di PT. Asuransi Jasa Indonesia, beberapa faktor tersebut 
adalah :50 
1. Rincian calon tertanggung / moral hazard : 
a. Nama & alamat  
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Untuk mengidentifikasikan tertanggung dan alamatnya, juga 
digunakan sebagai petunjuk tentang wilayah resiko 
b. Usia tertanggung jika tertanggung individu 
Pengemudi remaja memiliki tingkat kecelakaan yang lebih besar 
dibanding dengan pengemudi dewasa. 
Orang yang berusia melampaui usia pensiun lebih cenderung 
mendapat kecelakaan lebih banyak dibanding dengan orang yang 
masih bekerja, karena orang yang berusia lanjut sering mendapat 
gangguan fisik dan mental. 
c. Kedudukan atau pekerjaannya 
Misalnya : pegawai kantor, buruh pabrik, dll 
d. Kegiatan lain diluar pekerjaannya  
Misalnya : melakukan balapan di hari libur 
2. Rincian mengenai kendaraan / physical hazard : 
a. Model 
b. Jumlah tempat duduk 
c. Penggunaannya 
d. Usia kendaraan 
e. Nomor chasis 
f. Harga pembelian 
g. Harga pasar saat akan dipertanggungkan 
h. Apakah ada modifikasi pada kendaraan, jika ada harus diuraikan 
i. Apakah ada garasi kendaraan di rumah 
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3. Kepemilikan kendaraan 
 Calon tertanggung harus menyebutkan mengenai kendaraan 
tersebut apakah dibeli lunas atau masih kredit atau dalam suatu 
perjanjian sewa beli. Hal ini perlu diketahui agar penanggung dapat 
mengetahui kepada siapa pembayaran ganti rugi akan dibayarkan 
dalam hal terjadi total loss. Jika kendaran masih dalam kredit atau 
sewa beli, maka penanggung akan membayar kepada perusahaan 
penjualan atau dealer sejumlah kredit yang belum dilunasi & sisanya 
akan dibayarkan kepada tertanggung. 
4. Penggunaan kendaraan 
Penggunaan kendaraan sangat perlu diketahui karena dapat 
mempengaruhi besar kecilnya resiko yang mungkin dapat terjadi. 
misalnya : kendaraan komersil, pengangkut barang mempunyai resiko 
yang lebih besar dibanding dengan kendaraan pribadi. 
5. Penutupan yang diinginkan 
Pemohon dapat memilih penutupan yang diinginkan : 
a. Pertanggungan gabungan 
b. Total Lost Only 
6. Pengemudi dan pengalamannya 
 Pemohon harus menyebutkan nama pengemudi yang 
menggunakan kendaraan sehari-hari.  
Data-data pengemudi yang perlu diperiksa : 
a. SIM yang dimiliki pengemudi 
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b. Sudah berapa lama SIM itu dimiliki 
c. Apakah pengemudi ada gangguan fisik atau mental 
d. Apakah pengemudi pernah ditahan SIM nya untuk jangka waktu 
tertentu karena pelanggaran atau menabrak orang atau harta 
benda orang lain 
7. Peridode penutupan 
Jangka waktu polis pada umumnya 1 tahun, tapi pemohon dapat 
menggunakan jangka waktu pendek yang dimaksudkan untuk 
penyesuaian dan selanjutnya diperpanjang dengan jangka waktu 1 
tahun 
8. Sejarah penutupan asuransi dan klaim 
Pemohon harus memberitahu apakah penanggung lain pernah 
menolak proposal asuransinya, atau polis dibatalkan atau pembaharuan 
polisnya ditolak atau dikenakan suatu persyaratan khusus. Pemohon 
juga harus memberitahukan apakah ada pengemudi yang pernah 
mengalami kecelakaan atau mengajukan klaim dalam jangka waktu 3 
tahun terakhir. 
Tindakan underwriting yang dapat diterapkan oleh penanggung 
untuk meminimalisasi tingkat kerugian dalam asuransi kendaraan 
bermotor : 
1. Beban premi 
 Penanggung memberikan premi tambahan jika data statistik 
memperlihatkan hal yang tidak baik dalam penutupan sebelumnya 
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2. Pembatasan jaminan 
 Penanggung akan membatasi jaminan apabila data statistik 
memperlihatkan hal yang tidak baik dalam penutupan sebelumnya. 
misalnya : sebelumnya pertanggungan gabungan karena hasilnya 
kurang baik maka dalam pembaharuan polis dibatasi. 
3. Pembatasan pengemudi 
Penanggung membatasi pengemudi yaitu orang-orang yang 
namanya disebuntukan dalam polis Prosedur dalam klaim asuransi 
terdapat pula pengecualian, ada beberapa hal diantaranya yaitu :51 
1. Penggelapan, penipuan 
2. Pengemudi sedang dalam keadaan mabuk atau tidak 
mempunyai SIM 
3. Kendaraan yang digunakan memasuki atau melewati jalan 
tertutup, terlarang, atau jalan yang tidak diperuntukkan baginya 
4. Banjir, letusan gunung berapi, angin topan, tsunami, badai dan 
gempa bumi (kecuali otomatis dijamin, atau ada perluasan 
jaminan), genangan air 
5. Perang, nuklir, radio aktif 
  Dari polis kendaraan bermotor hingga proses penyeleksian 
risiko yang dilakukan asuransi, pelaksanaannya itu masih tergantung 
pada terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang telah diperjanjikan 
oleh para pihak sebelumnya. Untuk sampai pada suatu keadaan 
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dimana penanggung atau perusahaan harus benar-benar memberi 
ganti kerugian dikarenakan harus dipenuhi terlebih dahulu 3 tiga 
syarat berikut ini :  
 a. Harus terjadi peristiwa yang tidak tertentu yang diasuransikan.  
 b. Pihak tertanggung harus menderita kerugian  
 c. Ada hubungan sebab akibat antara peristiwa dengan kerugian  
  Ibu Suryani mengatakan apabila suatu kerugian terjadi sebagai 
akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu yang tidak diperjanjikan, 
maka tentu saja penanggung harus memenuhi kewajibannya untuk 
memberi ganti kerugian. Meskipun demikian tidak setiap kerugian dan 
setiap adanya peristiwa selalu berakhir dengan pemenuhan kewajiban 
penanggung terhadap tertanggung, melainkan harus dalam suatu 
rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. 
  Perusahaan asuransi swasta maupun Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan 
batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikannya kepada 
tertanggung. Kriteria dan batasan tersebut dicantumkan di dalam 
polis, sesuai dengan jenis asuransi yang bersangkutan. Sehingga 
setiap polis tercantum jenis peristiwa apa saja yang menjadi tanggung 
jawab penanggung. Jadi apabila terjadi kerugian yang disebabkan 
karena peristiwa-peristiwa yang diperjanjikan itulah penanggung akan 
membayar ganti kerugian. Meskipun begitu namun lain halnya jika 
terjadi kerugian yang disebabkan oleh orang lain dalam hal ini 
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disebuntukan sebagai pihak ketiga. Apabila terjadi kerugian yang 
disebabkan oleh pihak ketiga tersebut timbulah hak subrogasi.52 
  Hak subrogasi adalah salah satu prinsip asuransi yang diatur 
dalam Pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang 
berbunyi: 
Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi 
sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan 
menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk 
menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada 
tertanggung. 
 
Dengan kata lain, apabila Tertanggung mengalami kerugian akibat 
kelalaian atau kesalahan pihak ketiga maka Penanggung setelah 
memberikan ganti rugi kepada Tertanggung, akan menggantikan 
kedudukan Tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak 
ketiga tersebut.  
Tertanggung berhak mendapat penggantian tidak lebih dari 
kerugian yang dialaminya; jika setelah penggantian oleh Penanggung 
ada hak keuangan lain maka menjadi hak Penanggung. Dalam hal ini 
Penanggung bertindak mewakili Tertanggung dalam penarikan 
subrogasi. Tetapi bila kerugian juga melibatkan hal yang tidak 
tercantum dalam polis asuransi (uninsured perils) maka hak Subrogasi 
tidak berlaku untuk uninsured perils tersebut; 
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Hak Subrogasi hanya timbul untuk perjanjian asuransi kebakaran, 
motor, dan lainnya; hak ini tidak berlaku untuk seperti perjanjian 
asuransi jiwa. 
Bapak febri melanjutkan dalam proses pelaksanaan hak subrogasi 
tersebut cara pihak asuransi membuktikan bahwa pihak tertanggung 
benar – benar mengalami kerugian yang disebabkan dari pihak ketiga, 
Yang pertama adalah pihak Asuransi meminta klarifikasi dari 
tertanggung, kedua pihak tertanggung harus membuat surat 
pernyataan bahwa tertanggung benar-benar ditabrak oleh pihak ketiga, 
ketiga tertanggung harus menyertakan surat keterangan dari 
kepolisian. Hak subrogasi akan diberikan kepada Asuransi apabila 
Asuransi telah mengganti kerugian yang telah diderita oleh 
tertanggung. Asuransi berhak menuntut penggantian kepada pihak 
ketiga atas sejumlah uang atau biaya yang dikeluarkan untuk 
mengganti kerugian yang diderita tertanggung dengan menyertakan 
surat subrogasi53. 
 Dalam pelaksanaannya yang dimaksud subrogasi asuransi 
kendaraan bermotor di PT. Asuransi Jasa Indonesia dapat 
digambarkan secara singkat adalah meliputi: 
1. Penyerahan hak dari, tertanggung kepada PT Asuransi Jasa 
Indonesia untuk menuntut pihak ketiga, dengan kewajiban 
tertanggung adalah: 
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a. Menyerahkan surat subrogasi. 
b. Menyerahkan surat Keterangan Kepolisian yang 
menyatakan penyebab terjadinya kecelakaan disebabkan 
oleh kesalahan pihak ketiga. 
c. Menyerahkan salinan/foto kopi surat tuntutan dari 
tertanggung kepada pihak ketiga. 
2. Penyerahan benda pertanggungan (kendaraan bermotor) dari 
tertanggung kepada PT Asuransi Jasa 
Indonesia, dengan kewajiban tertanggung adalah: 
a. Menyerahkan surat Keterangan Kepolisian/Pejabat yang 
berwenang tentang terjadinya kecelakaan. 
b. Menyerahkan benda pertanggungan (kendaraan bermotor). 
3. Penyerahan hak untuk menuntut pihak ketiga dan benda 
pertanggungan (kendaraan bermotor) dari tertanggung kepada. PT 
Asuransi Jasa Indonesia, dengan kewajiban tertanggung adalah: 
a. Menyerahkan surat subrogasi. 
b. Menyerabkan surat Keterangan Kepolisian yang menyatakan 
penyebab terjadinya kecelakaan disebabkan oleh kesalahan 
pihak ketiga. 
e. Menyerahkan salinan/foto kopi surat tuntutan dari tertanggung 
kepada pihak ketiga. 
d. Menyerahkan benda pertanggungan (kendaraan bermotor). 
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Pada hakikatnya dalam sebuah bentuk perjanjian baik itu 
perjanjian asuransi, para pihak haruslah senantiasa menjunjung 
tinggi itikad baik dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Perihal 
itikad baik dalam sebuah perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 
KUHPerdata yang menerangkan bahwa : 
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi merek yang membuatnya. Suatu 
perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat 
kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh 
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. suatu perjanjian 
harus dilaksanakan dengan itikad baik. 
 
Namun demikian, dalam pelaksanannya bila tertanggung  
berbohong mengatakan bahwa tidak tahu siapa pelaku dan 
mengatakan pihak ketiga lari. Disini pihak asuransi melakukan 
survey kembali dan memeriksa kelengkapan persyaratan klaim 
salah satunya yg terpenting yaitu surat keterangan dari kepolisian, 
dari kejadian tersebut tim investigasi pihak asuransi dapat melihat 
kronologis kejadian bahwa benar adanya pihak ketiga yang 
bersalah dan kabur. Selain melakukan survey dan investigasi pihak 
asuransi sebelumnya telah menilai tertangung. setelah semua 
proses tersebut dilakukan sebagai tanggung jawab asuransi yaitu 
tetap memproses klaim dan mengganti kerugian yang dialami oleh 
tertanggung.54 
    Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur 
tentang hak subrogasi, ternyata proses penyelesainnya tak begitu 
                                                 
54
 Wawancara dengan ibu suriyani, PT. Asuransi Dayin Mitra tanggal 17 oktober 2012 
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mudah bagi pihak asuransi mengaplikasikan hak tersebut, maka 
upaya tanggung jawab sebagai pihak asuransi akan tetap 
mengcover atau mengganti kerugian yang dialami oleh 
tertanggung. Hal ini bersangkutan dengan salah satu prinsip 
asuransi yaitu prinsip itikad baik (utmost good faith) selain pada 
prinsip subrogasi. 
B. Bentuk Perlindungan Terhadap Pihak Asuransi Atas Pihak 
Tertanggung Yang Melanggar Hak Subrogasi 
 Dalam pembahasan ini peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu 
hasil penelitian yang peneliti dapatkan melalui pemberian angket 
(kusioneir) terhadap nasabah yang dijadikan responden, yang peneliti 
masukkan untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan terhadap 
pihak asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi  
maka peneliti mengacu pada seberapa banyak orang dari pihak 
tertanggung yang melanggar hak subrogasi yang peneliti masukkan ke 
dalam analisis kuantitatif. Dimana analisa kuantitatif pada penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tanggapan responden (15 orang/Perusahaan 
Asuransi) mengenai pertanyaan/pernyataan (sehubungan dengan subjek 
penelitian) yang telah tertuang pada angket (kusioneir). 
 Responden yang di masukkan ke dalam analisis kuantitatif ini adalah 
nasabah (yang melakukan pengaduan) sebanyak 15 orang pada masing-
masing objek penelitian ini.  Adapun data yang diolah oleh peneliti adalah 
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data berasal dari kuisioner guna untuk mengukur tanggapan responden 
terhadap variabel yang diteliti.  
1. Pada PT Asuransi Jasa Indonesia 
 Pertama. Sebagai klien, apakah anda lebih memilih ganti rugi 
diberikan pada pihak pelaku (pihak ketiga) dan/atau pada pihak asuransi 
anda. Dalam pertanyaan/pernyataan pertama ini, peneliti memasukkan 
kriteria-kriteria (berat, sedang, dan ringan). 
Tabel 4a. Pihak yang Menanggung Ganti Rugi 
Tanggapan tanggapan responden: 
pelaku 
tanggapan responden: 
asuransi 
tanggapan responden: 
keduanya 
Pernyataan / pertanyaan 
> Kriteria: Berat 
3 9 3 
> Kriteria: Sedang 
4 6 5 
> Kriteria: Ringan 
8 4 3 
Sumber: Data Primer Diolah 2013 
 Ditunjukkan pada kriteria tingkatan kecelakaan berat, jumlah 
tanggapan responden (nasabah) sebanyak 3 orang menanggapi bahwa 
sebaiknya ganti rugi ditanggung oleh pihak pelaku, sebanyak 9 orang 
menanggapi bahwa sebaiknya ganti rugi ditanggung oleh pihak asuransi, 
dan sebanyak 3 orang menanggapi bahwa sebaiknya ganti rugi 
ditanggung oleh kedua belah pihak. 
 Ditunjukkan pada kriteria tingkatan kecelakaan sedang, jumlah 
tanggapan responden (nasabah) sebanyak 4 orang menanggapi bahwa 
sebaiknya ganti rugi ditanggung oleh pihak pelaku, sebanyak 6 orang 
menanggapi bahwa sebaiknya ganti rugi ditanggung oleh pihak asuransi, 
dan sebanyak 5 orang menanggapi bahwa sebaiknya ganti rugi 
ditanggung oleh kedua belah pihak. 
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 Ditunjukkan pada kriteria tingkatan kecelakaan ringan, jumlah 
tanggapan responden (nasabah) sebanyak 8 orang menanggapi bahwa 
sebaiknya ganti rugi ditanggung oleh pihak pelaku, sebanyak 4 orang 
menanggapi bahwa sebaiknya ganti rugi ditanggung oleh pihak asuransi, 
dan sebanyak 3 orang menanggapi bahwa sebaiknya ganti rugi 
ditanggung oleh kedua belah pihak. 
  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden 
mengenai “penanggungan kerugian ditanggung oleh” adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 4b. Kesimpulan Pihak yang Menanggung Ganti Rugi 
Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Pelaku 5 33% 
Asuransi 6 42% 
Kedua-duanya 4 24% 
Jumlah 15 100% 
Sumber: Data Primer Diolah 2013 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden 
(nasabah), sebanyak 6 responden menanggapi bahwa sebaiknya ganti 
rugi ditanggung oleh pihak asuransi. Sedangkan, sebanyak 5 responden 
menanggapi bahwa sebaiknya ganti rugi ditanggung oleh pihak pelaku, 
dan sebanyak 4 responden (nasabah) mengatakan bahwa sebaiknya 
ganti rugi ditanggung oleh kedua pihak. 
 Kedua. Terpikirkah oleh anda untuk meminta ganti rugi secara 
penuh kepada pihak asuransi anda, dimana anda tak memberitahukan 
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bahwa anda telah menerima ganti rugi dari pelaku (pihak ketiga). Dalam 
makna pertanyaan/pernyataan ini adalah nasabah ada niat melanggar hak 
subrogasi. 
Tabel 5. Nasabah Mempunyai Niat Melanggar Hak Subrogasi 
Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Iya 2 13% 
Tidak 13 87% 
Jumlah 15 100% 
Sumber: Data Primer Diolah 2013 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden 
(nasabah), sebanyak 2 responden menanggapi bahwa ada niat untuk 
melanggar hak subrogasi. Sedangkan, sebanyak 13 responden 
menanggapi bahwa tidak ada niat untuk melanggar hak subrogasi.  
 Ketiga. Pantaskah anda meminta lagi ganti rugi kepada asuransi 
sedangkan anda telah menerima ganti rugi secara penuh dari pihak 
pelaku (pihak ketiga). Dalam makna pertanyaan/pernyataan ini adalah 
menilai kesadaran nasabah. 
Tabel 6. Menilai Kesadaran Nasabah 
Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Iya 0 0% 
Tidak 15 100% 
Jumlah 15 100% 
Sumber: Data Primer Diolah 2013 
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Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden 
(nasabah), sebanyak 15 responden menanggapi bahwa tidak pantas 
nasabah meminta lagi ganti rugi terhadap pihak asuransi. 
 Kebanyakan para responden (nasabah) memberikan tanggapan 
bahwa mereka tidak ingin meminta ganti kerugian terhadap kedua belah 
pihak apabila salah satu pihak (pelaku atau asuransi) terutama pelaku 
siap mengganti kerugian sepenuhnya kepada korban 
(nasabah/responden). 
 Ditegaskan oleh Agung Kurniawan selaku staff bagian klaim  
nasabah PT Asuransi Jasa Indonesia mengatakan bahwa kebanyakan 
nasabah yang melapor adalah nasabah yang mendapatkan kerugian 
disebabkan oleh kelalaian mereka sendiri. Dan jika memang ada 
kecelakaan yang ditimbulkan oleh pihak ketiga ke nasabah PT Asuransi 
Jasa Indonesia, maka kemungkinan besar penyelesaiannya langsung 
antara pihak ketiga (pelaku) dan nasabah (korban). Karena para nasabah 
yang melapor (dalam pencatatan) adalah murni tidak teridentifikasi 
melakukan sebuah kecurangan pada hak subrogasi. 
 Peneliti juga mendapatkan sebuah data internal mengenai jumlah 
kendaraan yang diasuransikan-klaim. Seperti pada gambar berikut: 
Tabel 7. Kendaraan yang Diasuransikan-Klaim pada PT. Asuransi Jasa Indonesia 
Tahun Jumlah Kendaraan yang Diasuransikan Jumlah Klaim 
2011 5886 4810 
2012 7021 6102 
2013 (Januari-Februari) 1019 544 
Sumber: Data Internal Perusahaan 
67 
Dari data internal perusahaan diatas menunjukkan bahwa PT. Asuransi 
Jasa Indonesia memiliki jumlah kendaraan yang diasuransikan terus 
meningkat. Catatan data tahun 2011 sebesar 5886 sedangkan catatan 
data tahun 2012 sebesar 7021 ini berarti adanya kenaikan. Lalu, jumlah 
kendaraan yang diasuransikan serta jumlah klaim yang tidak melebihi 
besar jumlah kendaraan yang di asuransikan. 
2. Pada PT Asuransi Dayim Mitra 
 Pertama. Sebagai klien, apakah anda lebih memilih ganti rugi 
diberikan pada pihak pelaku (pihak ketiga) dan/atau pada pihak asuransi 
anda. Dalam pertanyaan/pernyataan pertama ini, peneliti memasukkan 
kriteria-kriteria (berat, sedang, dan ringan). 
Tabel 8a. Pihak yang Menanggung Ganti Rugi 
Tanggapan tanggapan responden: 
pelaku 
tanggapan responden: 
asuransi 
tanggapan responden: 
keduanya 
Pernyataan / pertanyaan 
> Kriteria: Berat 3 7 5 
> Kriteria: Sedang 4 4 7 
> Kriteria: Ringan 5 5 5 
Sumber: Data Primer Diolah 2013 
 Ditunjukkan pada kriteria tingkatan kecelakaan berat, jumlah 
tanggapan responden (nasabah) sebanyak 3 orang menanggapi bahwa 
sebaiknya ganti rugi ditanggung oleh pihak pelaku, sebanyak 7 orang 
menanggapi bahwa sebaiknya ganti rugi ditanggung oleh pihak asuransi, 
dan sebanyak 5 orang menanggapi bahwa sebaiknya ganti rugi 
ditanggung oleh kedua belah pihak. 
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 Ditunjukkan pada kriteria tingkatan kecelakaan sedang, jumlah 
tanggapan responden (nasabah) sebanyak 4 orang menanggapi bahwa 
sebaiknya ganti rugi ditanggung oleh pihak pelaku, sebanyak 4 orang 
menanggapi bahwa sebaiknya ganti rugi ditanggung oleh pihak asuransi, 
dan sebanyak 7 orang menanggapi bahwa sebaiknya ganti rugi 
ditanggung oleh kedua belah pihak. 
 Ditunjukkan pada kriteria tingkatan kecelakaan ringan, jumlah 
tanggapan responden (nasabah) sebanyak 5 orang menanggapi bahwa 
sebaiknya ganti rugi ditanggung oleh pihak pelaku, sebanyak 5 orang 
menanggapi bahwa sebaiknya ganti rugi ditanggung oleh pihak asuransi, 
dan sebanyak 5 orang menanggapi bahwa sebaiknya ganti rugi 
ditanggung oleh kedua belah pihak. 
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden 
mengenai “penanggungan kerugian ditanggung oleh” adalah sebagai 
berikut: 
 
 
 
 
Tabel 8b. Kesimpulan Pihak yang Menanggung Ganti Rugi 
Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Pelaku 4 27% 
Asuransi 5 36% 
Kedua-duanya 6 38% 
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Jumlah 15 100% 
Sumber: Data Primer Diolah 2013 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden 
(nasabah), sebanyak 5 responden menanggapi bahwa sebaiknya ganti 
rugi ditanggung oleh pihak asuransi. Sedangkan, sebanyak 4 responden 
menanggapi bahwa sebaiknya ganti rugi ditanggung oleh pihak pelaku, 
dan sebanyak 6 responden (nasabah) mengatakan bahwa sebaiknya 
ganti rugi ditanggung oleh kedua pihak. 
 Kedua. Terpikirkah oleh anda untuk meminta ganti rugi secara 
penuh kepada pihak asuransi anda, dimana anda tak memberitahukan 
bahwa anda telah menerima ganti rugi dari pelaku (pihak ketiga). Dalam 
makna pertanyaan/pernyataan ini adalah nasabah ada niat melanggar hak 
subrogasi. 
Tabel 9. Nasabah Mempunyai Niat Melanggar Hak Subrogasi 
Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Iya 0 0% 
Tidak 15 100% 
Jumlah 15 100% 
Sumber: Data Primer Diolah 2013 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden 
(nasabah), sebanyak 15 responden menanggapi bahwa tidak ada niat 
untuk melanggar hak subrogasi. 
 Ketiga. Pantaskah anda meminta lagi ganti rugi kepada asuransi 
sedangkan anda telah menerima ganti rugi secara penuh dari pihak 
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pelaku (pihak ketiga). Dalam makna pertanyaan/pernyataan ini adalah 
menilai kesadaran nasabah. 
Tabel 10. Menilai Kesadaran Nasabah 
Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Iya 0 0% 
Tidak 15 100% 
Jumlah 15 100% 
Sumber: Data Primer Diolah 2013 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden 
(nasabah), sebanyak 15 responden menanggapi bahwa tidak pantas 
nasabah meminta lagi ganti rugi terhadap pihak asuransi. 
 Kebanyakan para responden (nasabah) PT Asuransi Dayin Mitra 
memberikan tanggapan bahwa mereka tidak ingin meminta ganti kerugian 
pada asuransi jika pelaku memberikan langsung ganti kerugian 
keseluruhan terhadap mereka. Akan tetapi, karena pelaku yang menabrak 
adalah orang yang kurang mampu (ekonomi lemah) maka para nasabah 
(responden) juga tidak ingin melakukan penuntutan ganti kerugian lebih 
lanjut. 
 Ditambahkan oleh Bapak iskandar selaku penanggung jawab klaim 
nasabah PT. Asuransi Dayin Mitra mengatakan bahwa jika pihak pelaku 
(pihak ketiga) termasuk kategori orang kurang mampu, pihak asuransi PT. 
Asuransi Dayin Mitra tidak ingin melakukan pemaksaan ganti kerugian  
dikarenakan pihak asuransi sangat menjunjung tinggi rasa empati bagi 
pihak pelaku (pihak ketiga) yang termasuk kategori orang kurang mampu. 
Ditegaskan lagi oleh Bapak Iskandar mengatakan bahwa apabila pelaku 
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orang yang kurang mampu berarti mereka juga “agak sulit untuk 
membiayai kebutuhan hidup” jadi apabila mereka dipaksa untuk 
mengganti kerugin maka beban hidup mereka semakin bertambah, dan ini 
sangatlah membuat pihak asuransi tidak ingin memperlakukan tindakan ini 
karena tidak menyelesaikan masalah. 
 Peneliti juga mendapatkan sebuah data internal mengenai jumlah 
kendaraan yang diasuransikan-klaim. Seperti pada gambar berikut: 
Tabel 11. Kendaraan yang Diasuransikan-Klaim pada PT. Asuransi Dayim 
Mitra 
Tahun 
Jumlah Kendaraan yang 
Diasuransikan 
Jumlah 
Klaim 
2011 795 344 
2012 1860 1008 
2013 (Januari-
Februari) 
357 233 
Sumber: Data Internal Perusahaan 
Dari data internal perusahaan diatas menunjukkan bahwa PT. Asuransi 
Dayin Mitra memiliki jumlah kendaraan yang diasuransikan terus 
meningkat. Catatan data tahun 2011 sebesar 795 sedangkan catatan data 
tahun 2012 sebesar 1860 ini berarti adanya kenaikan sekalipun jumlah 
kendaraan yang diasuransikan tak sebanyak perusahaan asuransi lain 
akan tetapi pertumbuhan perusahaan PT. Asuransi Dayin Mitra 
mengalami peningkatan sebab ini dapat dilihat dari jumlah kendaraan 
yang diasuransikan serta jumlah klaim yang tidak melebihi besar jumlah 
kendaraan yang di asuransikan. 
3. PT Asuransi Ramayana 
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Pertama. Sebagai klien, apakah anda lebih memilih ganti rugi diberikan 
pada pihak pelaku (pihak ketiga) dan/atau pada pihak asuransi anda. 
Dalam pertanyaan/pernyataan pertama ini, peneliti memasukkan kriteria-
kriteria (berat, sedang, dan ringan). 
Tabel 12a. Pihak yang Menanggung Ganti Rugi 
Tanggapan tanggapan 
responden: pelaku 
tanggapan responden: 
asuransi 
tanggapan responden: 
keduanya Pernyataan / pertanyaan 
> Kriteria: Berat 3 6 6 
> Kriteria: Sedang 3 6 6 
> Kriteria: Ringan 3 6 6 
Sumber: Data Primer Diolah 2013 
 Ditunjukkan pada kriteria tingkatan kecelakaan berat, jumlah 
tanggapan responden (nasabah) sebanyak 3 orang menanggapi bahwa 
sebaiknya ganti rugi ditanggung oleh pihak pelaku, sebanyak 6 orang 
menanggapi bahwa sebaiknya ganti rugi ditanggung oleh pihak asuransi, 
dan sebanyak 6 orang menanggapi bahwa sebaiknya ganti rugi 
ditanggung oleh kedua belah pihak. 
 Ditunjukkan pada kriteria tingkatan kecelakaan sedang, jumlah 
tanggapan responden (nasabah) sebanyak 3 orang menanggapi bahwa 
sebaiknya ganti rugi ditanggung oleh pihak pelaku, sebanyak 6 orang 
menanggapi bahwa sebaiknya ganti rugi ditanggung oleh pihak asuransi, 
dan sebanyak 6 orang menanggapi bahwa sebaiknya ganti rugi 
ditanggung oleh kedua belah pihak. 
 Ditunjukkan pada kriteria tingkatan kecelakaan ringan, jumlah 
tanggapan responden (nasabah) sebanyak 3 orang menanggapi bahwa 
sebaiknya ganti rugi ditanggung oleh pihak pelaku, sebanyak 6 orang 
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menanggapi bahwa sebaiknya ganti rugi ditanggung oleh pihak asuransi, 
dan sebanyak 6 orang menanggapi bahwa sebaiknya ganti rugi 
ditanggung oleh kedua belah pihak. 
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden 
mengenai “penanggungan kerugian ditanggung oleh” adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 12b. Kesimpulan Pihak yang Menanggung Ganti Rugi 
Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Pelaku 3 20% 
Asuransi 6 40% 
Kedua-duanya 6 40% 
Jumlah 15 100% 
Sumber: Data Primer Diolah 2013 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden 
(nasabah), sebanyak 6 responden menanggapi bahwa sebaiknya ganti 
rugi ditanggung oleh pihak asuransi. Sedangkan, sebanyak 3 responden 
menanggapi bahwa sebaiknya ganti rugi ditanggung oleh pihak pelaku, 
dan sebanyak 6 responden (nasabah) mengatakan bahwa sebaiknya 
ganti rugi ditanggung oleh kedua pihak. 
 Kedua. Terpikirkah oleh anda untuk meminta ganti rugi secara 
penuh kepada pihak asuransi anda, dimana anda tak memberitahukan 
bahwa anda telah menerima ganti rugi dari pelaku (pihak ketiga). Dalam 
makna pertanyaan/pernyataan ini adalah nasabah ada niat melanggar hak 
subrogasi. 
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Tabel 13 Nasabah Mempunyai Niat Melanggar Hak Subrogasi 
Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Iya 0 0% 
Tidak 15 100% 
Jumlah 15 100% 
Sumber: Data Primer Diolah 2013 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden 
(nasabah), sebanyak 15 responden menanggapi bahwa tidak ada niat 
untuk melanggar hak subrogasi. 
 Ketiga. Pantaskah anda meminta lagi ganti rugi kepada asuransi 
sedangkan anda telah menerima ganti rugi secara penuh dari pihak 
pelaku (pihak ketiga). Dalam makna pertanyaan/pernyataan ini adalah 
menilai kesadaran nasabah. 
Tabel 14. Menilai Kesadaran Nasabah 
Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Iya 0 0% 
Tidak 15 100% 
Jumlah 15 100% 
Sumber: Data Primer Diolah 2013 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden 
(nasabah), sebanyak 15 responden menanggapi bahwa tidak pantas 
nasabah meminta lagi ganti rugi terhadap pihak asuransi. 
 Kebanyakan para responden (nasabah) PT Asuransi Ramayana 
memberikan tanggapan bahwa apabila kerugian ditimbulkan oleh orang 
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lain (pihak ketiga) maka pihak ketiga sebagai pelaku wajib 
bertanggungjawab.  
 Ditambahkan oleh Bapak Anwar selaku kepala penanggung jawab 
pengaduan klaim PT. Asuransi Ramayana mengatakan kebanyakan 
nasabah melapor kepada pihak asuransi dengan keadaan mereka telah 
dirugikan oleh pihak ketiga (pelaku) namun keadaan pihak ketiga (pelaku) 
kurang mampu membayar seluruh kerugian yang mereka timbulkan 
sehingga pihak asuransi harus membayar sisa dari kerugian tersebut. 
Pelaporan yang tercatat dengan berbagai kejadian kecelakaan yang 
menimbulkan kerugian pada nasabah PT. Asuransi Ramayana, belum ada 
teridentifikasi bahwa terjadi penyelewengan hak meminta ganti rugi secara 
ganda yang dilakukan oleh nasabah. 
 Peneliti juga mendapatkan sebuah data internal mengenai jumlah 
kendaraan yang diasuransikan-klaim. Seperti pada gambar berikut: 
Tabel 15. Kendaraan yang Diasuransikan-Klaim pada PT. Asuransi Ramayana 
Tahun 
Jumlah Kendaraan yang 
Diasuransikan 
Jumlah Klaim 
2011 4919 3777 
2012 4739 3605 
2013 (Januari-Februari) 637 526 
Sumber: Data Internal Perusahaan 
 Dari data internal perusahaan diatas menunjukkan bahwa PT. 
Asuransi Ramayana memiliki jumlah kendaraan yang diasuransikan 
secara berfluktuasi. Ini dapat dilihat dari catatan data tahun 2011 sebesar 
4919 sedangkan catatan data tahun 2012 sebesar 4739 (terjadi 
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penurunan) dan bila dibandingkan dengan jumlah tahun 2013 hanya 
dalam 2 periode (Januari dan Februari) sudah berjumlah 637 unit 
kendaraan yang diasuransikan, peneliti berasumsi bahwa jikalau akhir 
tahun 2013 dapat diperidiksikan bahwa jumlah kendaraan yang 
diasuransikan melebihi tahun sebelumnya yaitu naik (sebelumnyakan naik 
dan turun). Serta dilihat dari catatan data mengenai jumlah klaim, PT. 
Asuransi Ramayana memiliki jumlah klaim yang tidak melebihi besar 
jumlah kendaraan yang di asuransikan.  
 Apabila pihak tertanggung mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga 
dan sekaligus menuntut klaim terhadap pihak asuransi tentu telah 
melanggar prinsip indemnity atau prinsip keseimbangan dikarenakan 
apabila tertanggung menuntut kedua belah pihak yaitu pihak ketiga dan 
pihak asuransi dan kedua belah pihak tersebut sama-sama mengganti 
kerugian tertanggung maka dalam hal ini pihak asuransi akan dirugikan, 
yang seharusnya pihak asuransi tidak perlu mengganti kerugian 
tertanggung yang sudah kewajiban dari pihak ketiga. Ditinjau dari prinsip 
dasar subrogasi itu sendiri yaitu  penanggung baru dapat menuntut pihak 
ketiga bila penanggung sudah melakukan pembayaran atau penggantian 
terhadap klaim kerugian yang diajukan. 
 Penanggung berhak menuntut tertanggung untuk mengembalikan 
biaya yang telah dibayar bila pihak ketiga telah membayar biaya terhadap 
masalah yang sama. penanggung hanya berhak atas uang ganti rugi dari 
pihak ketiga sejumlah yang ia bayarkan kepada tertanggung. 
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 Dalam proses pengajuan klaim hak subrogasi, tertanggung tidak boleh 
mengajukan klaim kepada penanggung dan sekaligus menuntut ganti rugi 
untuk kerugian yang sama dari pihak ketiga. Pada saat tertanggung 
mengajukan klaim, maka ia dianggap telah mengalihkan hak menuntut 
pihak ketiga kepada penanggung. 
 Meskipun begitu, pihak asuransi sebelum memberikan persetujuan 
pertanggungan terhadap tertanggung, asuransi tersebut dapat 
mengetahui tertanggung sudah mendapatkan ganti kerugian dari pihak 
ketiga atau belum dapat dilihat dari underwriting penilaian moral hazard 
(kejujuran) dari tertanggung mengenai apakah tertanggung sudah 
mendapatkan ganti rugi atau belum dan Asuransi akan melakukan 
konfirmasi kepada pihak ketiga perihal apakah tertanggung sudah 
menerima ganti rugi atau belum menerima ganti rugi dari pihak ketiga 
tersebut. 
 Akibat hukum pihak tertanggung melanggar hak subrogasi terhadap 
asuransi, yaitu pihak asuransi yang dirugikan oleh pihak tertanggung,  
karena asuransi harus melakukan survey kembali dan melakukan  
investigasi untuk melihat kronologis kejadian.  
 Sebagai konsekwensi logis perbuatan tertanggung yang melanggar 
hak subrogasi,  pihak asuransi dapat melakukan penuntutan kembali 
terhadap  tertanggung untuk mengembalikan klaim yang telah diberikan 
kepada tertanggung, hal ini untuk mencegah penggantian ganda yang 
diterima tertanggung dan tertanggung dianggap telah melanggar Pasal 
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POLIS 
GANTI KERUGIAN 
KLAI
M 
PERBUATAN MELAWAN 
HUKUM 
 
SUBROG
ASI 
1365 KUHPerdata. 
 Dalam hal ini skema subrogasi asuransi yang telah diperoleh dari hasil 
penelitian yaitu sebagai berikut. 
Skema Subrogasi Asuransi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
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Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di beberapa 
perusahaan asuransi maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Tanggung jawab perusahaan asuransi atas dasar hak subrogasi 
terhadap kerugian tertanggung yang timbul yang diakibatkan oleh 
kesalahan pihak ketiga yaitu setelah melakukan penelitian di tiga 
perusahaan asuransi di kota makassar belum ada kasus klaim 
subrogasi dikarenakan belum ada yang melaporkan dan 
kurangnnya kesadaran hukum bagi beberapa nasabah yang 
berasuransi hal ini disebabkan karena sulitnya dan dikenakan biaya 
bagi nasabah yang akan mengurus surat keterangan dari 
kepolisian sehingga tidak semua nasabah melampirkan surat 
keterangan dari kepolisian dalam prosedur persyaratan klaim 
asuransi kendaraan bermotornya. Meskipun begitu pihak asuransi 
tetap bertanggung jawab mengganti kerugian tertanggung 
berdasarkan prinsip utmost good faith, sesuai perjanjian asuransi 
kendaraan bermotor selama pihak asuransi tidak memperoleh 
informasi bahwa kerugian yang dialami tertanggung semata-mata 
bukan dari kesalahan pihak ketiga. 
2. Bentuk perlindungan terhadap pihak asuransi atas pihak 
tertanggung yang melanggar hak subrogasi yaitu dengan menuntut 
ganti kerugian terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga yakni 
penanggung atau pihak asuransi dapat menuntut kembali kepada 
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tertanggung kapan saja selama benar terbukti bahwa pihak 
tertanggung telah menuntut ganti kerugian terhadap pihak ketiga 
dan sekaligus menuntut klaim terhadap pihak asuransi dan 
tertanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah ganti kerugian 
yang telah didapatkan dari klaim asuransi kendaraan yang asuransi 
berikan, sesuai dengan keterkaitan prinsip keseimbangan atau 
indemnity. 
B. Saran 
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai tanggung 
jawab perusahaan asuransi atas dasar hak subrogasi terhadap 
kerugian tertanggung yang timbul yang diakibatkan oleh kesalahan 
pihak ketiga dan bentuk perlindungan terhadap pihak asuransi atas 
pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi yaitu dengan 
menuntut ganti kerugian  terhadap pihak ketiga yakni : 
1. Hendaknya pada setiap perusahaan asuransi mewajibkan kepada 
nasabahnya untuk melampirkan surat keterangan  dari kepolisian 
dalam setiap prosedur klaim asuransi kendaraan bermotor agar 
memudahkan bagi perusahaan asuransi mengetahui dan langsung 
menindak lanjuti dalam menganalisa proses klaim asuransi 
kendaraan bermotor sehingga apabila terdapat kasus klaim 
nasabah yang diakibatkan dari kesalahan pihak ketiga maka hak 
subrogasi dapat digunakan sebagai recovery klaim asuransi 
kendaraan tersebut. 
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2. Sebaiknya pihak asuransi memberikan penyuluhan kepada setiap 
nasabah tentang adanya dan berlakunya subrogasi asuransi. 
3. Sebaiknya pihak asuransi melakukan koordinasi dengan pihak 
kepolisian agar proses pembuatan surat keterangan dari kepolisian 
dipermudah dan tanpa dikenakan biaya sebagai syarat salah satu 
prosedur klaim asuransi kendaraan bermotor, masyarakat perlu 
pengayom dan pelayanan keamanan yang adil. 
4. Sebagai pihak asuransi diharapkan dapat melakukan sosialisasi 
kepada calon nasabah terlebih dahulu dan maupun kepada 
masyarakat luas tentang berasuransi yang baik dan benar melalui 
prosedur agar dapat timbulnya kesadaran hukum bagi nasabah 
ataupun masyarakat luas dalam berasuransi secara aman dan 
sesuai peraturan yang berlaku . 
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HAK SUBROGASI PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KENDARAAN 
YANG DIASURANSIKAN 
 
Informasi yang anda berikan hanya digunakan dalam sebuah proses penilaian kebijakan dan tidak akan 
berpengaruh terhadap status anda. 
 
Petunjuk Pengisian: 
1. Isi lengkap identitas anda dengan kejujuran. 
2. Bacalah dengan seksama pengertian dari hak subrogasi yang tertulis sehingga akan mudah mengisi 
pernyataan atau pertanyaan yang diajukan. 
3. Bacalah dengan seksama pernyataan atau pertanyaan yang diajukan sebelum memberi jawaban. 
4. Berilah jawaban sebagai penilaian anda secara jujur sesuai dengan kata hati anda serta sesuai dengan apa 
yang ada rasakan, dan secara penuh tanggung jawab tanpa ada paksaan, tekanan dari pihak lain dan 
tanpa meniru penilaian, pemikiran, dan perasaan orang lain. 
5. Berilah tanda silang (X) atau melingkar (O) terhadap pilihan jawaban anda setujui. 
 
IDENTITAS 
Nama : 
Pekerjaan : 
Usia  : 
Pendidikan : 
Pihak  : Nasabah 
 
PENGERTIAN HAK SUBROGASI 
 Pembicaraan Mengenai hak subrogasi tidak dapat dipisahkan dari pembayaran. Pembayaran 
adalah setiap pemenuhan prestasi secara sukarela dan mengakibatkan hapusnya perikatan antara 
kreditor dan debitor. 
 Bila nasabah mendapatkan kerugian diakibatkan oleh orang lain (pelaku/pihak ketiga-
penyebab kerugian) maka asuransi akan menggantikan kerugian nasabah dengan menggunakan 
kekuatan dari pelaku. Dengan kata lain, seluruh kerugian yang diperoleh pihak nasabah dari 
tindakan orang lain (pelaku/pihak ketiga-penyebab kerugian) maka diselesaikan dengan 
daya/kekuatan pelaku tersebut. Dan pihak asuransi tetap bertanggung jawab atas setiap kerugian 
yang didapatkan oleh nasabah akan tetapi tidak secara keseluruhan (misalnya, kerugian yang 
bukan berasal dari buah tindakan orang lain). PENGGANTIAN SEMACAM INI DISEBUT 
SUBROGASI. 
 Subrogasi tersebut diatur dalam pasal 1400 KUH perdata, disebutkan bahwa subrogasi adalah 
penggantian hak - hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si 
berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang - undang. 
 Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ) pasal 1365 dinyatakan, 
seseorang bertanggung jawab atas setiap perbuatannya yang melawan hukum yang dapat 
menimbulkan kerugian pada pihak lain. Oleh karena itu, sejalan dengan maksud dari prinsip 
indemnity ( asas keseimbangan ) yang mengandung pengertian bahwa asuransi bukan untuk 
mencari untung, dan tertanggung tidak diperkenankan menerima ganti rugi melebihi jumlah 
kerugian yang dideritanya, maka prinsip subrogasi diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Atas 
dasar ini, prinsip subrogasi disebut sebagai pendamping dari prinsip indemnity. 
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 Apabila pihak pelaku tak mampu membayar kerugian (ganti rugi) sesuai jumlah kerugian 
yang ditimbulkan maka pihak asuransi pun tetap akan membayar kerugian yang dirasakan oleh 
nasabah. 
PERTANYAAN ATAU PERYATAAN 
 
> Sebagai klien, apakah anda lebih memilih ganti rugi diberikan pada pihak pelaku (pihak 
ketiga) dan/atau pada pihak asuransi anda. Dimana kerugian yang anda dapatkan adalah 
masih kategori ringan. 
A. pelaku B. nasabah C. Kedua-duanya 
> Sebagai klien, apakah anda lebih memilih ganti rugi diberikan pada pihak pelaku (pihak 
ketiga) dan/atau pada pihak asuransi anda. Dimana kerugian yang anda dapatkan adalah 
kategori sedang. 
 A. pelaku B. nasabah C. Kedua-duanya 
> Sebagai klien, apakah anda lebih memilih ganti rugi diberikan pada pihak pelaku (pihak 
ketiga) dan/atau pada pihak asuransi anda. Dimana kerugian yang anda dapatkan adalah 
kategori berat. 
 A. pelaku B. nasabah C. Kedua-duanya 
> Terpikirkah oleh anda untuk meminta ganti rugi secara penuh kepada pihak asuransi anda, 
dimana anda tak memberitahukan bahwa anda telah menerima ganti rugi dari pelaku (pihak 
ketiga). 
A. iya B. tidak 
> Pantaskah anda meminta lagi ganti rugi kepada asuransi sedangkan anda telah menerima 
ganti rugi secara penuh dari pihak pelaku (pihak ketiga). 
A. iya B. tidak 
 
